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KATA PENGANTAR 


P ermukiman merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. 
Saat ini dirasakan masih kurangnya buku-buku yang membahas 
topik-topik permukiman dan perumahan, dan diharapkan buku 
ini dapat mengisi kekosongan tersebut. Buku ini terdiri dari delapan 
bab. Bagian pendahuluan menguraikan masalah-masalah permukiman 
yang ada di Indonesia. Hal-hal yang menyangkut definisi permukim- 
an, perumahan, hingga tipe-tipe dan dan jenis-jenis hunian adalah 
bagian inti dari isi buku. Pada bagian akhir, buku ini menjelaskan 
standar-standar prasarana dan sarana lingkungan permukiman, serta 
risiko bencana yang mengancam permukiman manusia. Semoga buku 
ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca tentang per- 
mukiman dan studi-studi perkotaan, serta memberikan manfaat bagi 
segenap pihak. 

Jakarta, April 2014 

Penulis, 
Agus S Sadana 




DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR v 

DAFTAR ISI vii 

BAB 1 PENDAHULUAN 1 

1.1 Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan 

Tempat Tinggal 1 

1.2 Proses Terbentuknya Permukiman 6 

1 .3 Rumah dan Arti Tempat Tinggal bagi Manusia 9 

1.4 Rumah Tinggal Sebagai Komoditi Perdagangan 10 

BAB 2 INTERAKSI LINGKUNGAN HIDUP 

DAN PERMUKIMAN 15 

2.1 Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya 15 

2.2 Permukiman dan Lingkungan 17 

BAB 3 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 19 

3.1 Perumahan 19 

3.2 Permukiman 20 

3.3 Kampung 22 

3.4 Permukiman Desa dan Permukiman Kota 24 



Perencanaan Kawasan Permukiman 


viii 


BAB 4 PERMUKIMAN KUMUH DAN PENANGANANNYA 27 

4.1 Permukiman Kumuh dan Penyebabnya 27 

4.2 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya 

Permukiman Kumuh 28 

4.3 Permukiman Kumuh dan Dampak Negatifnya 31 

4.4 Pembenahan Permukiman Kumuh 32 

4.5 Mewujudkan Permukiman yang Sehat 

dan Layak Huni 33 

BAB 5 JENIS-JENIS dan TIPE-TIPE RUMAH 35 

5.1 Rumah Sederhana 36 

5.2 Rumah Sangat Sederhana 40 

5.3 Rumah Maisonet 42 

5.4 Rumah Susun 43 

BAB 6 PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN 

DAN PERUMAHAN 47 

6.1 Prasarana Jaringan Jalan 48 

6.2 Prasarana Jaringan Drainase 51 

6.3 Prasarana Jaringan Air Bersih 53 

6.4 Prasarana Jaringan Air Limbah 54 

6.5 Prasarana Jaringan Persampahan 55 

6.6 Prasarana Jaringan Listrik 59 

6.7 Prasarana Jaringan Telekomunikasi 60 

6.8 Prasarana Jaringan Transportasi Lokal 62 

BAB 7 SARANA DAN FASILITAS LINGKUNGAN 65 

7.1 Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum 66 

7.2 Sarana Pendidikan dan Pembelajaran 68 

7.3 Sarana Kesehatan 70 

7.4 Sarana Peribadatan 73 

7.5. Sarana perdagangan dan Niaga 74 

7.6 Sarana Kebudayaan dan Rekreasi 76 


Daftar Isi 


IX 


7.7 Sarana Ruang Terbuka, Taman dan 

Lapangan Olahraga 77 

7.8 Penempatan Sarana Lingkungan 80 

BAB 8 PERMUKIMAN DAN RISIKO BENCANA 83 

8.1 Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 84 

8.2 Permukiman Yang Tanggap Terhadap 

Risiko Bencana * 92 

DAFTAR PUSTAKA 97 


-ooOoo- 



Bab l 


■ i I 

PENDAHULUAN 


P ermukiman merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak. 
Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya 
kebutuhan tempat tinggal. Dalam kenyataan di lapangan, per- 
tambahan jumlah unit hunian tidak selalu bisa mengejar pertambahan 
jumlah penduduk. Akibatnya terjadi kesenjangan yang lebar antara 
kebutuhan rumah dengan dan ketersediaan rumah yang siap dihuni. 
Kondisi tersebut lebih terasa di kota-kota besar, sebagai akibat dari 
derasnya arus urbanisasi. 

1 .1 PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEBUTUHAN 
TEMPAT TINGGAL 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat 
besar. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia 205.132.458 
jiwa (Wikipedia, Penduduk Indonesia 2000). Hasil pendataan Kemen- 
trian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah 
penduduk Indonesia telah mencapai 259.940.857 jiwa (kompas.com, 
2011). Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 ta- 
hun jumlah penduduk Indonesia telah bertambah sebanyak 54 juta 
jiwa. Lebih lanjut. Badan Pusat Statistik (BPS, 2013) memperkirakan 
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pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 273 juta 
jiwa. Artinya hingga tahun 2025 tingkat pertumbuhan penduduk Indo- 
nesia masih cukup tinggi. 


Tabel 1.1. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2000 - 2025 


Tahun 

jumlah Penduduk 
(dalam juta jiwa) 

Pertambahan Penduduk 
(dalam juta jiwa) 


205 



259 

54 

2025 

273 (prediksi BPS) 

14 


Sumber: BPS (2013). 


Bertambahnya jumlah penduduk akan menyebabkan mening- 
katnya kebutuhan tempat tinggal, sehingga diperlukan pembangunan 
unit-unit hunian baru. Apabila satu unit rumah sederhana dihuni 5 
orang, maka pertambahan penduduk sebanyak 14 juta jiwa pada ta- 
hun 2025 membutuhkan tambahan rumah baru sebanyak 2,8 juta 
unit. Kebutuhan tambahan unit-unit rumah baru sangat dirasakan oleh 
penduduk perkotaan. Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicu 
tingginya pertumbuhan kebutuhan tempat tinggal di wilayah perko- 
taan. Lambatnya pembangunan di pedesaan, serta pesatnya pertum- 
buhan ekonomi di kota memiliki andil dalam memicu urbanisasi ke 
kota. Terbatasnya kesempatan kerja di daerah dan pedesaan memaksa 
generasi muda untuk mencari nafkah di wilayah kota. Tumbuhnya in- 
dustri-industri besar di pinggiran kota juga merupakan daya tarik bagi 
generasi muda. Akibatnya, mereka meninggalkan desa untuk bekerja 
di daerah pinggiran kota. 

Kondisi ini menggambarkan kecepatan pembangunan yang ti- 
dak seimbang antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. 
Wilayah perkotaan akhirnya dipandang sebagai harapan baru untuk 
mencari penghasilan. Akibatnya terjadi urbanisasi besar-besaran dari 
desa ke kota. Pertambahan penduduk yang berlipat-lipat menjadi be- 
/ ban yang harus ditanggung oleh lahan yang terbatas di perkotaan. 


Kota yang semula dihuni oleh beberapa ratus ribu jiwa kini dipadati 
penduduk dalam jumlah dua kali lipat, dan seterusnya. 



Gambar 1.1. Manusia dan Kepadatan Kota 

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dengan sendirinya 
menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan tempat tinggal. Ber- 
tambahnya kebutuhan tempat tinggal di kota menyebabkan naiknya 
harga tanah dan tempat tinggal di pusat kota. Harga tanah yang sangat 
tinggi dan berubahnya fungsi lahan di pusat kota juga mendesak war- 
ga kota untuk mencari tempat tinggal di daerah pinggir kota. Akibat- 
nya wilayah pinggiran kota harus menampung beban pertambahan 
penduduk yang cepat. 

Tahun 1987 merupakan Tahun Internasional bagi Pemukiman 
untuk Orang yang Tidak Memiliki Perumahan. Pada tahun 1987 PBB 
mengedepankan semangat mengenai pentingnya meningkatkan kesa- 
daran masyarakat terhadap masalah perumahan. Semangat yang dike- 
depankan oleh PBB ini menekankan pentingnya hak atas perumahan 
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berikut masalah-masalah yang terkait. Dalam Kampanye Dunia Untuk 
Hak Asasi Manusia, hingga tahun 2000 PBB terus mengedepankan 
masalah hak atas perumahan sebagai agenda perhatian PBB tentang 
hak asasi manusia. Dapat dikatakan resolusi ini mengedepakan aspek 
' kesadaran akan hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak' 
yang meliputi: 

- Hak atas Perumahan untuk Setiap Orang 

- Hak atas perumahan dan non diskriminasi 

- Hak atas perumahan bagi perempuan 

- Hak atas perumahan bagi anak-anak 

- Hak atas perumahan bagi pekerja migran 

- Hak atas perumahan bagi pekerja 

- Hak atas perumahan bagi pengungsi 
Hak atas perumahan bagi penduduk asli 

Pada tahun 1991, semangat tersebut dinyatakan kembali da- 
lam sejumlah resolusi tambahan. Dalam resolusi tahun 1991/26 PBB 
mendesak agar 'setiap negara terus membuat kebijakan yang efektif 
dan menetapkan peraturan-peraturan untuk menjamin pelaksanaan 
hak atas perumahan yang layak bagi seluruh penduduk , dengan men- 
gutamakan orang-orang yang tidak memiliki perumahan atau berada 
dalam rumah yang tidak layak. ' 

Semangat dari resolusi PBB tersebut mendesak negara-negara 
di dunia untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi semua 
orang. Berdasarkan resolusi PBB tersebut, diharapkan tempat tinggal 
yang layak dapat tersedia bagi semua orang pada tahun 2000. Kenya- 
taan di lapangan ternyata jauh berbeda. Bahkan hingga tahun 2012 tu- 
juan dan semangat dalam resolusi PBB tersebut masih belum tercapai, 
khususnya di negara-negara berkembang. 

Sebagai gambaran, di Indonesia saat ini kebutuhan perumahan 
secara nasional mencapai 800 ribu unit per tahun, namun jumlah 
yang dapat dipenuhi baru mencapai 400 ribu unit per tahun. Artinya 
masih terdapat kekurangan rumah baru sebanyak 400 ribu unit per 
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tahun (Republika Online, 2013). Pokok masalah sulitnya menyedia- 
kan hunian yang layak bagi penduduk di perkotaan adalah terbatas- 
nya lahan yang tersedia untuk membangun tempat tinggal. Di satu sisi 
jumlah penduduk terus tumbuh dan semakin banyak. Di sisi lain, luas 
daratan tidak bertambah. Akibatnya bidang tanah yang tersisa menjadi 
rebutan bagi banyak orang. Adanya kecenderungan berebut lahan di 
perkotaan akan mendorong kenaikan harga tanah. Terlebih-lebih di 
kota besar, perebutan lahan yang sangat ketat telah menjadikan harga 
tanah membubung sangat tinggi. Berebutnya manusia untuk memiliki 
lahan tanah menggambarkan kondisi supply dan demand yang tidak 
seimbang. Berdasarkan prinsip ekonomi, supply atau persediaan tanah 
terbatas, namun permintaan lahan untuk membangun tempat tinggal 
terus meningkat. Hal ini menyebabkan lahan untuk membangun men- 
jadi barang langka, sehingga harganya naik. Karena rumah di bangun 
di atas tanah, maka kenaikan harga tanah juga sangat mempengaruhi 
harga rumah. 

Tingginya harga rumah menyebabkan mengecilnya peluang 
bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat ting- 
gal. Artinya, tempat tinggal yang layak semakin sulit didapat. Sulitnya 
mendapatkan tempat tinggal dengan harga terjangkau secara otomatis 
mendorong kaum berpendapatan rendah membangun tempat tinggal 
daruratT^rinsipnya asal bisa untuk berteduh dan beristirahat. Apabila 
keadaan seperti ini dibiarkan saja tanpa pemecahan yang adil, akan 
membawa dampak negatif jangka panjang, yaitu menjamurnya ling- 
kungan permukiman liar dan kumuh di berbagai penjuru kota. 

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, kebutuhan manusia me- 
nyangkut dua hal yang saling berkaitan. Manusia memiliki kebutuhan 
atau need, serta keinginan atau want (Kotler, 2000). Sastra M dan Mar- 
lina (2006) menjelaskan bahwa kebutuhan atau need akan perumahan 
merupakan masalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia terhadap 
rumah sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung, dalam rangka 
melangsungkan kehidupannya. Artinya, rumah merupakan suatu tem- 
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pat yang secara biologis sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai tem- 
pat untuk berlindung. Tersedianya beragam tipe, model, bentuk, dan 
penampilan rumah yang ditawarkan oleh pengembang lebih menga- 
rah kepada pemenuhan akan keinginan atau want. Beragamnya ke- 
inginan masyarakat dalam memilih tipe, model, bentuk, dan penam- 
pilan rumah umumnya dipengaruhi oleh: 

- Kondisi Sosial 

- Kondisi Ekonomi 

- Kondisi Budaya 

1 .2 PROSES TERBENTUKNYA PERMUKIMAN 

Permukiman merupakan lingkungan tempattinggal manusia. Lingkung- 
an tempat tinggal manusia merupakan bagian dari lingkungan alam. 
Manusia adalah bagian dari alam dan menetap di lingkungan tempat 
tinggal. Hubungan antara manusia, lingkungan tempat tinggal, dan 
alam dapat digambarkan dalam skema seperti pada Gambar 1.2. 



Gambar 1.2. Posisi Manusia Terhadap Tempat Tinggal dan Alam 

Manusia memiliki tiga macam kebutuhan primer, yaitu: pangan, 
sandang, dan papan. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan ma- 
kanan yang menyangkut kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan 
sandang menyangkut kebutuhan untuk berpakaian guna menutup tu- 
buh. Kebutuhan papan adalah kebutuhan manusia untuk bertempat 
tinggal, beristirahat dan berlindung dari cuaca. 


Pada zaman dahulu teknologi yang dikenal manusia belum 
semaju saat ini. Baik teknologi dalam memperoleh bahan makanan, 
hingga teknologi dalam membangun tempat tinggal. Untuk memenuhi 
kebutuhan pangan, masyarakat zaman dahulu mengumpulkan bahan 
makanan dengan cara memetik tumbuh-tumbuhan dari hutan dan 
berburu hewan. Untuk memenuhi kebutuhan sandang, masyarakat 
zaman dahulu mengambil serat-serat dari kulit pohon dan dijadikan 
pakaian. Untuk memenuhi kebutuhan papan, dipilihlah gua-gua alam 
sebagai tempat tinggalnya. 



Gambar 1.3. Lahan Cocok Tanam: Salah Satu Sumber Penghidupan 

Manusia 

Manusia mulai membangun rumah yang permanen setelah 
mengenal sistem cocok tanam dan cara memelihara ternak. Mereka 
membuka hutan untuk tempat bercocok tanam dan beternak. Setelah 
mengenal teknologi pengecoran dan pembakaran tanah, manusia mu- 
lai meningkatkan kualitas alat-alat bantu kerjanya. Mereka mengganti 
kampak dan alat pemotong dari batu menjadi peralatan yang terbuat 
dari besi. Manusia juga mulai meningkatkan kualitas peralatan makan 
dengan tanah liat yang dibakar, hingga ditemukannya keramik, gelas. 
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dan sebagainya. Pada masa-masa awal sistem cocok tanam, manusia 
masih berpindah tempat dengan periode tertentu, yaitu pada saat ke- 
suburan tanah mulai berkurang. Setelah mengenal teknologi pertanian 
yang lebih maju, manusia semakin cenderung untuk menetap di suatu 
tempat. Lambat laun, tempat manusia menetap menjadi semakin ra- 
mai dan tumbuh menjadi area permukiman. Gambaran proses terben- 
tuknya permukiman dalam sketsa pada Gambar 1 .4. 



MANUSIA 4 KUMPULAN MANUSIA 4 MASYARAKAT 4 TERBENTUK PERMUKIMAN 


Gambar 1.4. Proses Terbentuknya Masyarakat dan Permukiman 


Demikian seterusnya dengan belajar dari alam, dan mengha- 
dapi semakin terbatasnya lahan di masa kini, pemikiran menjadi ma- 
nusia semakin maju. Manusia mengenal peralatan yang semakin mo- 
dern, dan jenis-jenis tempat tinggal yang semakin maju. Dari waktu ke 
waktu perkembangan bentuk dan penemuan bahan pembuat tempat 
tinggal berkembang terus. Hingga akhirnya dikenal tipe-tipe hunian 
dan lingkungan yang lazim dihuni manusia pada saat ini. 
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Demikian seterusnya dengan belajar dari alam dan menghadapi 
semakin terbatasnya lahan di masa kini, manusia menguasai teknologi 
yang semakin maju. Manusia mengenal peralatan yang semakin mo- 
dern, dan jenis-jenis tempat tinggal yang semakin maju. Dari waktu ke 
waktu perkembangan bentuk dan penemuan bahan pembuat tempat 
tinggal terus berkembang. Hingga akhirnya dikenal tipe-tipe hunian 
dan lingkungan yang lazim dihuni manusia pada saat ini. 

1 .3 RUMAH DAN ARTI TEMPAT TINGGAL BAGI 
MANUSIA 

Dalam bahasa Inggris, rumah memiliki dua arti, yaitu house dan 
home. Rumah dalam arti house dapat digambarkan bagaikan se- 
buah kandang. Gambaran ini menempatkan rumah dalam pengertian 
umum, yaitu rumah sebagai suatu tempat berlindung yang bersifat 
fisik. Dalam pengertian umum, rumah adalah sebuah bangunan yang 
dijadikan tempat tinggal bagi manusia dalam jangka waktu tertentu. 
Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang terletak di atas 
tanah, dibatasi oleh dinding di sekelilingnya dan dilindungi dengan 
atap. Rumah juga dilengkapi dengan pintu sebagai jalan masuk, dan 
memiliki jendela. Bagian bawah rumah disebut lantai. Lantai rumah 
dapat berupa tanah, ubin, keramik, atau bahan-bahan lainnya. Pada 
masa kini rumah modern dilengkapi dengan ruang-ruang yang me- 
miliki fungsi spesifik, seperti: kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan 
sebagainya. 

Rumah dalam arti home memiliki arti khusus sebagai kampung 
halaman. Sebagai kampung halaman, keberadaan rumah mengacu 
kepada konsep-konsep sosial kemasyarakatan, yaitu kehidupan yang 
terjalin di dalam bangunan. Rumah dalam pengertian konsep sosial 
kemasyarakatan adalah: suatu keluarga, tempat bertumbuh, tempat 
makan, tempat tidur, tempat beraktivitas, dan sebagainya. Terkait 
dengan fungsinya sebagai berlindung, berteduh dan bernaung, rumah 
juga dapat dipandang sebagai shelter. Shelter memiliki arti naungan 
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atau perlindungan. Shelter adalah tempat berteduh dan merupakan 
bagian dari proses pemukiman. Dapat dikatakan bahwa istilah shel- 
ter terkait dengan konsep permukiman atau human settlement. Da- 
lam kaitannya dengan manusia, shelter juga dapat diartikan sebagai 
sesuatu yang bersifat pengasih atau bersifat bersifat manusia. 

Dari dua pengertian ini rumah dapat dimaknai sebagai tempat 
berlindung dan sekaligus merupakan tempat menetap bagi seseorang. 
Dalam kegiatan sehari-hari, manusia biasanya berada di luar rumah 
untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas-aktivitas lain- 
nya. Untuk menjalankan aktivitas tersebut, seseorang akan pergi me- 
ninggalkan rumah dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Dalam 
konsep ini sekurangnya rumah berfungsi sebagai tempat untuk tidur 
bagi keluarga maupun perorangan. Terkait dengan kehidupan sosial 
lainnya, rumah juga dapat menggambarkan tingkat sosial pemiliknya 
dalam masyarakat. 

1 .4 RUMAH TINGGAL SEBAGAI KOMODITI 
PERDAGANGAN 

Tempat tinggal adalah kebutuhan primer manusia. Diperkirakan pada 
tahun 2025 penduduk penduduk Indonesia yang tinggal di kota akan 
mencapai 58,1% (diolah dari Bappenas, BPS, dan UNFPA, 2005). 
Artinya kota membutuhkan ruang hunian yang lebih banyak daripada 
desa. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 
mencapai 273 juta jiwa, maka jumlah penduduk perkotaan akan men- 
capai 1 58,6 juta jiwa. 

Banyaknya warga kota yang memerlukan tempat tinggal meng- 
ubah pola pembangunan rumah. Pada masa kini, rumah tinggal telah 
menjadi produk massal yang diperdagangkan dan dikenal sebagai ru- 
mah siap huni. Serupa dengan jual beli bahan-bahan kebutuhan se- 
hari-hari, rumah-rumah yang dibangun pengembang dipasarkan dan 
ditawarkan kepada konsumen. 
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Gambar 1.6. Pembangunan Perumahan Siap Huni 

Rumah yang pada mulanya didirikan oleh pemiliknya berda- 
sarkan kebutuhan kini telah bergeser menjadi komoditi perdagangan. 
Sebagai komoditi perdagangan, penyediaan rumah sangat dipenga- 
ruhi oleh aspek supply dan demand. Supply atau penawaran adalah 
banyaknya rumah yang dibangun dan ditawarkan kepada masyarakat 
untuk dibeli. Sedangkan demand atau permintaan merupakan besar- 
nya permintaan atau animo masyarakat akan kebutuhan rumah. 



Sumber gambar: Brosur Pameran Perumahan (2014). 


Gambar 1.7. Rumah Sebagai Komoditi Perdagangan 

Tingginya harga lahan tanah dan bahan bangunan mengakibat- 
kan harga rumah menjadi sangat tinggi. Apabila diukur dengan skala 
pendapatan rata-rata masyarakat menengah ke bawah di Indonesia 
harga rumah menjadi sangat mahal. Rumah merupakan kebutuhan 
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primer, namun rumah merupakan sesuatu yang harganya sangat ma- 
hal. Mahalnya harga rumah mengakibatkan pemenuhan kebutuhan 
primer ini sering tertunda bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 
Agar rumah-rumah yang mahal harganya lebih terjangkau oleh masya- 
rakat, kebanyakan rumah-rumah siap huni dijual dengan sistem kredit. 

Kadang-kadang suatu perumahan yang telah dibangun tidak 
laku dan tidak diminati masyarakat. Namun, umumnya permintaan 
(demand) cenderung lebih besar daripada penawaran (supply). Kesen- 
jangan antara permintaan dan penawaran mengakibatkan harga rumah 
bergerak naik. Pihak yang paling berkepentingan dengan pembangun- 
an perumahan adalah para pengembang atau developer. Untuk menja- 
ring konsumen, developer membangun rumah-rumah massal dengan 
berbagai model yang menarik dan mengikuti trend. 

Dalam rangka membangun tempat tinggal yang layak bagi ma- 
syarakat berpenghasilan rendah, para perencana perumahan dituntut 
mampu mensiasati program perencanaan permukiman dan perumah- 
an yang murah, terjangkau, serta layak huni. Informasi yang diperoleh 
dari brosur-brosur dan pameran perumahan menunjukkan sangat ting- 
ginya uang muka yang harus dibayar konsumen. Sistem kredit me- 
libatkan perbankan sebagai pemberi uang pinjaman bagi konsumen 
pembeli rumah. Sistem kredit mewajibkan pembeli membayar uang 
muka yang tidak sedikit, dan memenuhi persyaratan administratif yang 
rumit. 

Saat ini, besarnya uang muka pembelian rumah umumnya ber- 
kisar antara 30% hingga 40% dari harga rumah. Pada variasi harga 
rumah sederhana dan rumah tipe kecil, prosentase tersebut nilainya 
setara 45 hingga 100 juta rupiah. Suatu nilai yang sangat fantastis bagi 
masyarakat berpenghasilan di rendah. Selain itu, konsumen juga masih 
dibebani biaya-biaya lain, seperti PPN, Biaya Pengalihan Hak Tanah 
Perumahan (BPHTP), biaya Notaris, dan sebagainya. Dari penelusur- 
an di berbagai pameran perumahan, masalah tingginya uang muka 
telah dialihkan menjadi uang muka yang dapat dicicil. Namun karena 
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proses pembayaran uang muka biasanya juga segera diikuti dengan 
akad kredit, masyarakat menjadi terbebani dua kali lipat. Pertama ia 
harus membayar cicilan uang muka, pada saat yang sama ia juga harus 
mulai membayar cicilan kredit rumahnya. Pada sebagian kasus, rumah 
yang dijanjikan masih dalam proses pembangunan, yang kadang kala 
pembangunannya tak kunjung selesai. Padahal pembeli sudah terikat 
kontrak untuk membayar cicilan. 

« 

Dengan tingkat penghasilan yang rendah, seringkali peminat ru- 
mah siap huni tidak mampu membayar uang muka. Selain itu, sering- 
kali mereka juga tidak memenuhi persyaratan administratif yang di- 
tentukan. Akibatnya mereka akhirnya memilih untuk menyewa rumah 
petak dengan harga sewa sekitar 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah per 
bulan. Suatu nilai yang hampir setara dengan besaran kredit bulanan 
rumah sederhana hingga menengah. 

Di tengah harga rumah yang membubung tinggi, ada kecen- 
derungan di masyarakat yang menjadikan rumah sebagai tolok ukur 
status sosial. Akibatnya, penampilan rumah dijadikan sebagai alat un- 
tuk menunjukkan status sosial pemiliknya. Demi meningkatkan sta- 
tus sosial, sebagian anggota masyarakat memaksakan memberikan 
unsur-unsur kemewahan pada penampilan rumahnya. Di lain pihak, 
pengembang tampaknya tanggap dengan kecenderungan masyarakat 
tersebut. Demi kepentingan pemasaran dan memikat hati konsumen, 
rumah-rumah sederhana dibangun dengan kemasan kemewahan. 



Gambar 1 .8. Gambaran Penerapan Unsur Kemewahan dalam Iklan 

Perumahan 
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Penerapan unsur-unsur kemewahan pada rumah-rumah seder- 
hana hanya menimbulkan kemewahan semu. Rumah kecil dan seder- 
hana seharusnya dijual dengan harga rendah. Penerapan unsur-unsur 
kemewahan dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi rumah. 
Rumah sederhana yang seharusnya berharga murah menjadi harus di- 
bayar lebih mahal demi mengejar tampilan mewah. Akibatnya rumah 
yang harganya sudah terasa mahal menjadi semakin mahal. Semakin 
mahalnya harga rumah mengakibatkan kebutuhan primer ini terasa 
sebagai suatu kemewahan untuk bisa memilikinya. 

Untuk memberikan kemasan mewah dibutuhkan tambahan bi- 
aya yang tidak sedikit, padahal rumah tersebut harus dijual dengan 
harga yang rendah. Akibat dua kondisi yang saling bertentangan, di- 
khawatirkan akan terjadi kompensasi berupa penurunan kualitas kon- 
struksi rumah. Efek negatifnya adalah terbangunnya rumah-rumah 
yang tidak kokoh dan berbahaya bagi penghuninya. Selain itu, demi 
menekan harga developer juga cenderung mengurangi penyediaan 
prasarana dan sarana lingkungan. 
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INTERAKSI LINGKUNGAN HIDUP 

DAN PERMUKIMAN 


M anusia dan lingkungan hidup adalah bagian dari alam. 

Oleh karena itu, sebagai pengelola lingkungan manusia 
harus selalu menjaga kelestarian dan keserasian hubung- 
an dengan alam. Dalam pelaksanaan di lapangan tidak mudah un- 
tuk menjalankan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan 
hidup. Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup ter- 
kait dengan daya dukung lingkungan. 

Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 
No. 23/1 997) dijelaskan bahwa daya dukung lingkungan adalah ke- 
mampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya. Artinya, daya dukung lingkungan adalah jum- 
lah maksimum populasi dari makhluk hidup yang dapat didukung oleh 
habitatnya (Hadi, 2005). Adapun daya dukung lingkungan dibagi ke 
dalam tiga kelompok, yaitu: daya dukung lingkungan alam, daya tam- 
pung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial (UU 
No. 10/1 992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangun- 
an Kesejahteraan Keluarga). 

2.1 KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDIDAYA 

Lingkungan hidup memiliki dua macam kawasan utama, yaitu kawasan 
lindung dan kawasan budidaya. Dalam Undang-undang Penataan Ru- 



fj 


76 


Perencanaan Kawasan Permukiman 


Interaksi Lingkungan Hidup dan Permukiman 


17 


ang (UU No. 26/2007), ditegaskan bahwa berdasarkan pola ruang dan 
fungsi utamanya, peruntukan ruang terdiri atas kawasan lindung dan 
kawasan budi daya. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, namun 
saling melengkapi: 

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sum- 
ber daya alam dan sumber daya buatan. 

Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sum- 
ber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah: 

a. Kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya, 
antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan 
kawasan resapan air. 

b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, 
sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan 
sekitar mata air. 

c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka 
alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan 
pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman 
wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar 
budaya dan ilmu pengetahuan. 

d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan 
gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan 
tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan 
rawan banjir. 

e. Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, 
kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian 
satwa, dan terumbu karang. 

Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan pe- 
runtukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan 
peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pe- 


runtukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan 
peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat 
beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. 


2.2 PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN 


Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup. Permukiman 
terletak di luar kawasan lindung. Permukiman merupakan bagian dari 
kawasan budidaya. Sebagai bagian dari kawasan budidaya, permu- 
kiman merupakan tempat tinggal sekaligus sebagai tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan para penghuninya. 
Permukiman merupakan kawasan yang didominasi oleh lingkungan 
hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal. Mengingat fung- 
si utamanya sebagai tempat tinggal, permukiman perlu dilengkapi 
dengan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, serta tempat kerja. 
Fungsi dari kelengkapan-kelengkapan tersebut adalah untuk mem- 
berikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas guna mendukung 
perikehidupan dan penghidupan penghuninya. Suatu permukiman 
akan berfungsi dengan baik, apabila prasarana, sarana, fasilitas, ser- 
ta kesempatan kerja dan fungsi pelayanannya tercukupi. Dari uraian 
tersebut, permukiman dapat didefinisikan sebagai 'lingkungan tempat 
tinggal manusia yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.' 



Gambar 2.1. Posisi Permukiman Dalam Lingk ungan Hidup 
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Fungsi utama kawasan lindung adalah untuk melindungi ke- 
lestarian sumber daya alam dan sumber daya buatan. Fungsi ini 
menunjukkan bahwa kawasan lindung merupakan sistem penyangga 
kehidupan. Bertambahnya penduduk berakibat pada bertambahnya 
kebutuhan lahan. Apabila tidak dikendalikan, pertambahan kebu- 
tuhan lahan akan menghabiskan kawasan lindung. Oleh karena itu 
penting untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dengan 
melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan 
kawasan tersebut (Bappenas, 201 Ob). Pada kawasan lindung yang be- 
rada di daratan, hutan merupakan salah satu unsur yang sangat pen- 
ting. Hutan sangat penting perannya dalam menjaga keseimbangan 
siklus hidrologi. Hutan diperlukan untuk menjamin keberlangsungan 
fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam memasok air bagi penduduk 
yang terus bertambah (Bappenas, 201 Ob). 


UAP M R TERKUMPUL MENJADI AWAN 



Sumber gambar: Disarikan dari Achmad (2011) dan Wikipedia.org (2014): Siklus Air 

Gambar 2.2 Siklus Hidrologi Sebagai Sistem Pemasok Air Bagi Ma- 
nusia 
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PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 


3.1 PERUMAHAN 

P erumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permu- 
kiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi de- 
ngan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 
pemenuhan rumah yang layak huni (UU No. 1/201 1). Perumahan juga 
dikenal dengan istilah housing. Housing berasal dari bahasa Inggris 
yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan 
rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai ling- 
kungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan 
sarana lingkungan. Terkait dengan pembangunan perumahan, sering 
kita dengar istilah perumahan rakyat. Perumahan rakyat adalah seke- 
lompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi 
dengan prasarana lingkungan, utilitas umum, maupun fasilitas sosial, 
yang dibangun bagi kepentingan rakyat. Perumahan rakyat dapat di- 
artikan sebagai sekumpulan rumah-rumah yang sebagian besar dihuni 
oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 

Perumahan tidak sama dengan permukiman. Permukiman me- 
rupakan lingkungan tempat tinggal manusia dan sekaligus berfungsi 
sebagai pendukung perikehidupan dan penghidupan para penghuni- 
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nya. Perumahan !ebih tepat didefinisikan sebagai sekelompok atau se- 
kumpulan rumah. Dalam SNI 03-6981-2004 perumahan didefinisikan 
sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
lingkungan. 

Sebagai kelompok rumah, perumahan dapat menjadi bagian 
dari permukiman. Perbedaan yang nyata antara perumahan dan per- 
mukiman terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, ling- 
kungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal 
dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuninya. 
Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan ru- 
mah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. 
Fungsi perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap 
sebagai tempat mencari nafkah. 

3.2 PERMUKIMAN 

Terdapat perbedaan pengertian antara pemukiman, permukiman dan 
perumahan. Permukiman berasal dari kata pemukim. Dari asal kata- 
nya, terdapat tiga istilah penting dalam permukiman yang berbeda 
maknanya, yaitu: pemukim, pemukiman, dan permukiman. 

- Pemukim 

Pemukim adalah penghuni suatu tempat atau rumah. Pemukim 
memiliki arti seseorang yang menghuni suatu tempat tinggal. 

- Pemukiman 

Pemukiman berasal dari kata pemukim dengan akhiran an. Secara 
ilmu bahasa, kata pemukiman tergolong ke dalam kata kerja yang 
sama dengan to settle. Dari pembentukan katanya, pemukiman 
memiliki arti tindakan memukimkan. Artinya, pemukiman adalah 
suatu tindakan untuk memukimkan seseorang pada suatu lokasi 
atau tempat tinggal tertentu. 
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Permukiman 

Secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong ke dalam kata 
benda. Dalam bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai hu- 
man settlement, yaitu: suatu kumpulan manusia baik itu berada 
kota maupun desa, lengkap dengan aspak-aspek sosial, spiritual, 
dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. 



Gambar 3.1. Manusia dan Lingkungan Tempat Tinggalnya 

Kawasan permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya 
yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk 
permukiman (SNI 03-1733-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan Di Perkotaan). Kawasan permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan per- 
kotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 
perikehidupan dan penghidupan. Permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 
yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai 
penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 
perdesaan (Undang-undang No. 1 Tahun 201 1 Tentang Perumahan 
Dan Kawasan Permukiman). 
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Dari definisinya, kawasan permukiman merupakan lingkungan 
tempat tinggal yang lebih dari sekedar rumah atau perumahan. Ling- 
kungan permukiman juga mencakup segala fasilitas dan kelengkapan 
untuk memenuhi kebutuhan sosial dan mencari nafkah. Lingkungan 
hunian yang berupa desa maupun kota juga merupakan permukiman. 
Dari banyaknya jumlah penghuni yang ditampung permukinan dapat 
dibagi ke dalam beberapa tipe. 


Tabel 3.1. Tipe-tipe Permukiman Manusia 


Tipe Permukiman 

Bagian Permukiman 

jumlah Penduduk 

Permukiman Semen- 
tara 

Rumah dan lingkungan 

3 - 100 

Desa 

Perumahan dan lingkungan- 
nya 

100-5.000 

Kota atau Polis 

Kota dan lingkungannya 

5.000 - 200.000 

Metropolis 

Metropolis dan lingkungannya 

200.000- 10 juta 

Megapolis 

Megapolis dan lingkungannya 

10 juta - 500 juta 


Sumber: lstiqomah dan Hanas., dalam Kasjono (201 1). 

3.3 KAMPUNG 


Kampung memiliki beberapa pengertian. Pada wilayah-wilayah yang 
jauh dari kota, sebagai sebuah tempat, kampung merupakan istilah 
yang serupa artinya dengan desa atau dusun. Istilah kampung juga 
berkaitan dengan kebiasaan yang dianggap masih kolot. Secara admi- 
nistratif, kampung adalah kesatuan administrasi terkecil yang menem- 
pati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan (Artikata, 2013). 

Dari aspek hukum, kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat 
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah 
Kabupaten atau Kota (Abidin, 201 2). I 
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Di wilayah perkotaan, kampung dapat diartikan sebagai suatu 
kelompok rumah yang merupakan bagian dari kota, dan biasanya di- 
huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Per-kampung-an memi- 
liki arti sebagai tempat berkumpul, misalnya perkampungan nelayan. 
Perkampungan nelayan adalah tempat berkumpulnya nelayan (Arti- 
kata, 2013). Dari tatanan fisiknya, kampung merupakan lingkungan 
hunian yang tidak terstuktur, tidak teroganisir, bersifat informal, dan 
terkait dengan sistem sosial ekonomi masyarakatnya (Sihombing, 
2004). 

Kampung-kampung yang berada di wilayah perkotaan dapat 
juga disebut sebagai kampung kota. Kampung kota merupakan suatu 
bentuk permukiman di wilayah kota dengan ciri-ciri sebagai berikut 
(Surtiani, 2006): 

a. Penduduknya masih membawa sifat dan perilaku kehidupan 
pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. 

b. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak 
beraturan. 

c. Kerapatan bangunan dan penduduk tinggi. 

d. Sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saliran air 
limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan lainnya. 



Gambar 3.2. Permukiman Berupa Kampung di Kota Besar 
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3.4 PERMUKIMAN DESA DAN PERMUKIMAN KOTA 

Permukiman dapat berupa suatu kelompok hunian, sebuah dusun, 
desa, dan kota. Pada dasarnya, pemukiman dapat dibagi menjadi ben- 
tuk pedesaan dan bentuk perkotaan (Muthmainna, 2013). Permukim- 
an desa dan permukiman kota memiliki karakteristik yang berbeda. 
Perbedaan antara permukiman desa dan permukiman kota terlihat dari 
perbedaan karakteristik penggunaan ruangnya. Singkatnya, karakteris- 
tik penggunaan ruang sebuah desa pertanian kecil akan terlihat ber- 
beda dengan sebuah kota metropolis (Muthmainna, 2012). 

Permukiman desa juga dikenal dengan sebutan kampung atau 
dusun. Dari aspek hubungan antar penduduknya, desa merupakan 
suatu lingkungan dengan penduduk yang memiliki hubungan akrab 
dan serba informal. Dari aspek aktivitas ekonominya, masyarakat desa 
juga memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, namun ke- 
giatan yang paling menonjol di desa adalah aktivitas yang berkaitan 
dengan pertanian. Oleh karena itu, desa atau dusun identik dengan 
suatu wilayah permukiman yang terdapat di pedesaan, dengan kegiat- 
an utama pertanian. Pegertian tentang desa diperjelas dalam Undang- 
undang Tentang Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007). Dalam 
undang-undang dijelaskan disebutkan bahwa kawasan perdesaan 
adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan se- 
bagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

Permukiman kota dapat dikenali dari jenis-jenis aktivitas yang 
dilakukan penduduknya. Jenis-jenis aktivitas yang menonjol di ka- 
wasan kota pada umumnya sangat beragam, seperti: perdagangan, 
perkantoran, pelayanan jasa, dan pusat pemerintahan. Dari aspek hu- 
bungan antar penduduknya, masyarakat kota cenderung kurang akrab 
dan kurang mengenal satu dengan lainnya. Hubungan antar pendu- 
duknya lebih ditentukan oleh kepentingan dibandingkan kekeluarga- 
an. Dalam Undang-undang Tentang Penataan Ruang (UU No. 26 Ta- 
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hun 2007) juga dijelaskan tentang kawasan perkotaan, yaitu wilayah 
yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan 
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan ke- 
giatan ekonomi. 

-ooOoo- 
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PERMUKEMAN KUMUH 
DAN PENANGANANNYA 


4.1 PERMUKIMAN KUMUH DAN PENYEBABNYA 

K awasan kumuh sering dijumpai di kota-kota besar. Tidak ha- 
nya di Indonesia, kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai 
kota besar di dunia. Secara umum, kawasan kumuh merupa- 
kan suatu kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi yang 
umumnya dihuni oleh masyarakat miskin (Wikipedia 201 3). Lingkung- 
an atau kawasan permukiman kumuh tidak selalu berada di pinggiran 
kota, namun bisa juga berada dekat dengan pusat kota. Kehidupan 
masyarakat yang hidup di lingkungan permukiman kumuh umumnya 
tidak tersentuh oleh pembangunan fasilitas kota. Hal ini terjadi kare- 
na karena mereka tinggal di wilayah kota yang terpinggirkan (Sulis- 
tyawati, 2011). Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 201 1 Tentang Pe- 
rumahan dan Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa permukiman 
kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni. Tidak layak 
huni karena memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kuali- 
tas yang tidak memenuhi syarat, dan dibangun secara tidak beraturan. 
Selain itu, kondisi sarana dan prasarana lingkungannya juga tidak me- 
menuhi syarat. 

Pada permukiman kumuh, jumlah penghuninya sangat banyak, 
rumah-rumahnya sangat padat dan tidak beraturan, serta kondisi so- 



28 


Perencanaan Kawasan Permukiman 


Permukiman Kumuh dan Penanganannya 


f 


2 ( ) 


sial ekonomi penduduknya sangat rendah. Akibatnya, bangunan tem- 
pat tinggal, sarana dan prasara lingkungan yang tersedia cenderung 
tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan. Permukiman kumuh 
umumnya dibangun di atas tanah Negara atau tanah milik orang lain. 
Lingkungan ini tumbuh tidak terencana, dan umumnya berada pada 
lokasi-lokasi yang strategis di pusat kota (Dinas Tata kota DKI Jakarta., 
dalam Gusmaini, 2010). Lokasi-lokasi yang paling sering diperguna- 
kan sebagai permukiman kumuh umurnya berada di daerah sempadan 
sungai, sempadan pantai, atau tanah instansi yang tidak terawat. 

Dari data kependudukan dunia, dapat diketahui bahwa pada ta- 
hun 2010 terdapat 505 juta penduduk yang tinggal di permukiman 
kumuh (Surjadi, 2012). Prosentase sebaran penduduk permukiman 
kumuh di wilayah Asia Pasifik dapat dilihat pada Tabel 4.1 . 


Tabel 4.1. jumlah & Prosentase Penduduk Permukiman Kumuh di 

Perkotaan 


Wilayah 

Penduduk 

Perkotaan 

(juta) 

Penduduk 
Permukiman 
Kumuh (juta) 

Prosentase Pendu- 
duk Permukiman 
Kumuh di Perkotaan 

Asia Timur 

671.759 

189.621 

28 % 

Asia Selatan 

545.766 

190.748 

35 % 

Asia Tenggara 

286.579 

88.912 

31 % 

Asia Barat 

145.164 

35.713 

25 % 

Pacifik 

2.306 

556 

24 % 

Asia Pasifik (Total) 

1.651.610 

505.550 

31 % 


Sumber: Surjadi (2012). 

4.2 FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA 
PERMUKIMAN KUMUH 


Berkembangnya permukiman kumuh merupakan masalah perkotaan 
yang cukup serius. Faktor-faktor utama penyebab tumbuhnya permu- 
kiman kumuh, adalah (Sadyohutomo., dalam Gusmaini, 2010): 


1 . Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat 
pendapatan yang cukup. 

2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan 
membangun prasarana kota, terutama jalan, pada daerah per- 
kembangan permukiman baru. 

Tingginya pertumbuhan aktivitas dan jumlah penduduk perko- 
taan, membutuhkan lahan dalam jumlah dan luas yang cukup Se- 
mentara itu, di sebagian tempat masyarakat memecah bidang tanah 
dan membangun permukiman secara swadaya. Proses pembangunan 
secara swadaya oleh masyarakat pada umumnya terlaksana tanpa pe- 
rencanaan. Akibatnya, sebagian dari wilayah kota terbagi ke dalam 
kaveling-kaveling yang tidak beraturan bentuknya. 

Lambatnya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan 
menyebabkan sebagian lahan permukiman di kota terbangun tanpa 
dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan yang memadai. Secara 
umum, terdapat delapan faktor yang dipandang sebagai peyebab ter- 
jadinya kekumuhan, yaitu: 

1. Tingkat penghasilan 

2. Status kepemilikan lahan 

3. Lama tinggal 

4. Jumlah penghuni 

5. Luas lahan 

6. Ketersediaan sarana & prasarana lingkungan 

7. Kepadatan penduduk 

8. Jenis bangunan & bahan bangunan 

Hasil penelitian tahun 2006 di kota Salatiga, Jawa Tengah, 
menunjukkan perbedaan pengaruh dari masing-masing faktor ter- 
hadap terjadinya kekumuhan. Dari delapan faktor tersebut, ada yang 
sangat kuat pengaruhnya, cukup kuat, rendah pengaruhnya, dan ada 
juga yang tidak berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan. Pering- 
kat perbedaan kekuatan pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Permukiman 

Kumuh 


Faktor-faktor Penyebab 

Pengaruh 

Peringkat 

1 . Tingkat penghasilan 

Paling kuat 

1 

2. Status kepemilikan lahan 


II 

3. Lama tinggal 

Cukup kucit 

4. Jumlah penghuni 



5. Luas lahan 

Rendah 

III 

6. Ketersediaan sarana & prasarana lingkungan 



7. Kepadatan penduduk 

Tidak ber- 

IV 

8. Jenis bangunan & bahan bangunan 

pengaruh 


Sumber: Diolah dari hasil penelitian Surtiani (2006: 104-105). 


Kondisi-kondisi yang bersifat fisik dapat menjadi penyebab 
langsung terjadinya kekumuhan di lingkungan permukiman. Umum- 
nya atribut fisik penyebab langsung kekumuhan di lingkungan permu- 
kiman menyangkut aspek perumahan dan sanitasi. Faktor-faktor lang- 
sung penyebab terjadinya kekumuhan dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Faktor-faktor Langsung Penyebab Kekumuhan 

Faktor Langsung Penyebab Kekumuhan Aspek 

Kondisi rumah 

Status kepemilikan lahan 

Perumahan 

Kepadatan bangunan 

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Kurangnya penyediaan air bersih 
Kebiasaan membuang hajat secara tidak sehat 

Pengelolaan sampah Sanitasi Lingkungan 

Pembuangan air limbah rumah tangga 
Drainase 


Permukiman Kumuh dan Penanganannya 

Kondisi-kondisi non fisik yang berlangsung di masyarakat dapat 
juga mendorong terjadinya kekumuhan di lingkungan permukiman. 
Beberapa kondisi dalam masyarakat yang bisa mempegaruhi terjadi- 
nya kekumuhan diantaranya adalah kondisi ekonomi, sosial, dan ke- 
biasaan masyarakat. 


Tabel 4.4. Faktor-faktor Tidak Langsung Penyebab Kekumuhan 


Faktor Tidak Langsung Penyebab Kekumuhan 

. Aspek 

Pendapatan masyarakat 

Pekerjaan masyarakat 

Ekonomi 

Terbangunnya rumah tidak permanen 

Jumlah anggota keluarga 

Tingkat pendidikan 

Sosial 

Tingkat kesehatan 

Tingkat pendidikan 

Kebiasaan Masyarakat / 

Faktor kebiasaan masyarakat yang tidak sehat 

Budaya 


Sumber: Diolah dari Hariyanto (2013). 


4.3 PERMUKIMAN KUMUH DAN DAMPAK NEGATIFNYA 

Menjamurnya kawasan permukiman yang kumuh dapat menimbulkan 
berbagai dampak negatif. Dalam hubungannya dengan kajian permu- 
kiman dan perumahan, dampak negatif yang perlu mendapat perha- 
tian adalah masalah kesehatan dan kerawanan sosial. Buruknya kon- 
disi sanitasi seperti minimnya pasokan air bersih, tidak berfungsinya 
sistem drainase, dan tidak terangkutnya sampah berpotensi menye- 
babkan timbulnya masalah kesehatan. Terjadinya masalah-masalah 
kesehatan masyarakat di lingkungan permukiman kumuh merupa- 
kan akibat gabungan dari banyak faktor. Faktor-faktor yang memiliki 
andil terhadap masalah kesehatan masyarakat di suatu lingkungan 
permukiman dapat diiihat pada Tabel 4.5. 


Sumber: Diolah dari Hariyanto (201 3). 


32 Perencanaan Kawasan Permukiman 


Tabel 4.5. Beberapa Faktor Yang Berperan Terhadap Masalah 
Kesehatan Masyarakat Di Suatu Lingkungan Permukiman 


Faktor 

Unsur-unsur Terkait 

Lingkungan Fisik 

- Penggunaan tanah dan hunian, ruang terbuka, 
tempat bermain anak dan lain-lain. 

- Keadaan rumah/tempat tinggal. 

- Air dan sanitasi. 


- Persampahan. 

- Bahan bangunan yang berbahaya. 

- Sumber pencemaran udara. 

Kependudukan 

- Komposisi penduduk berdasarkan umur. 

- Kepadatan penduduk. 

- Tingkat pertumbuhan (tingkat kesuburan). 

- Migrasi. 

Ekonomi 

- Pekerjaan. 

- Penghasilan. 

- Jenis pekerjaan berdasarkan umur. 


Sumber: Charles (2012: 57): diolah dan dikembangkan sesuai kebutuhan isi buku. 



Gambar 4.1. Permukiman Kumuh Di Perkotaan 


4.4 PEMBENAHAN PERMUKIMAN KUMUH 

Pada dasarnya, arsitektur diwujudkan untuk memenuhi berbagai ke- 
butuhan manusia. Namun adakalanya sebagian tempat terpinggirkan 
oleh program pembangunan kota, sehingga lambat laun berkembang 
menjadi permukiman kumuh. Melihat penampilan fisiknya, kawasan 
kumuh dipandang sebagai lingkungan yang tidak layak huni. 


Permukiman Kumuh dan Penanganannya J3 

Walaupun dipandang tidak layak huni, permukiman kumuh me- 
rupakan jawaban hidup bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. 
Dalam kondisi yang serba terbatas penduduk di permukiman kumuh 
mampu membangun perekonomian secara mandiri. Penghuni ka- 
wasan kumuh pandai memanfaatkan sumber daya yang amat terba- 
tas untuk bertahan hidup. Secara swadaya mereka mampu mendaur 
ulang bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi tempat tinggal (Sue- 
ca., dalam Gusmaini, 2010). 

Dalam menangani permukiman kumuh, aspek-aspek yang perlu 
dibenahi tidak hanya kondisi yang bersifat fisik saja. Aspek-aspek yang 
terkait dengan situasi sosial dan budaya masyarakat di lingkungan ter- 
sebut juga perlu dibenahi. Dari aspek fisik, pembenahan lingkungan 
kumuh merupakan pembenahan lingkungan buatan yang melekat erat 
dengan bidang arsitektur. Namun, perkembangan lingkungan buatan 
yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya ma- 
syarakatnya (Sulistyawati, 2011). Untuk meningkatkan kualitas ling- 
kungan dan derajat kesehatan penghuninya, kondisi fisik permukiman 
kumuh perlu dibenahi. Berdasarkan tingkat atau kondisi permasalah- 
annya, terdapat tiga pilihan yang dapat dipergunakan dalam mem- 
benahi kawasan kumuh, yaitu (Pasal 97 Undang-undang No.1 tahun 
2011 ): 

perbaikan atau pemugaran 
peremajaan 
- relokasi 

4.5 MEWUJUDKAN PERMUKIMAN YANG SEHAT DAN 
LAYAK HUNI 

Tujuan dari pengembangan permukiman di perkotaan dan di pe- 
desaan adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan 
yang layak huni, aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelan- 
jutan (Ditjen Cipta Karya, 2007). Tingkat pertumbuhan di wilayah 
perkotaan sering kali berlangsung sangat cepat. Akibatnya, perencana 


34 


Perencanaan Kawasan Permukiman 


kota kekurangan informasi dasar bagi penanganan kesehatan ma- 
syarakat yang memadai, khususnya di lingkungan masyarakat miskin. 
Lingkungan masyarakat miskin di perkotaan umumnya identik dengan 
permukiman kumuh. Terkait dengan masalah kesehatan, kondisi ling- 
kungan yang tidak higienis menjadikan kawasan kumuh sebagai salah 
satu pusat masalah kesehatan masyarakat perkotaan. Terkait dengan 
permukiman yang sehat, secara garis besar kesenjangan tingkat ke- 
sehatan masyarakat di perkotaan cenderung lebih baik daripada ma- 
syarakat pedesaan (Surjadi, 2012). 

Tinggal di lingkungan yang sehat dan layak huni tentu menjadi 
dambaan setiap orang. Agar layak huni, pemilihan lokasi lingkungan 
perumahan perlu mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut 
(Hasbi dan Ibrahim, dalam Kasjono, 2011): 

- Tidak terganggu oleh polusi, baik polusi air, udara, maupun suara. 
Memberi kemungkinan untuk berkembang. 

- Mempunyai aksesibilitas yang baik. 

- Mudah dan aman untuk mencapai tempat kerja. 

Tidak berada di bawah permukaan air. 

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/ Menkes/SK/ 
VH/1999 Tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan diterangkan bah- 
wa lokasi yang baik dan sehat bagi lingkungan perumahan atau per- 
mukiman adalah: 

- Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam, seperti bantaran 
sungai, aliran lahar, tamah longsor, gelombang tsunami, daerah 
gempa dan sebagainya. 

- Tidak terletak pada daerah bekas tempat pebuangan akhir sampah 
atau bekas tambang. 

- Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan dearah 
kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. 


| Bab 5 h — — 

JENIS-JENIS DAN TIPE-TIPE RUMAH 


T erdapat berbagai macam jenis dan tipe tempat tinggal ma- 
nusia. Pada zaman dahulu membangun tempat tinggal yang 
lapang bukan merupakan masalah yang sulit, karena lahan 
tersedia melimpah. Bertambahnya penduduk dan semakin langkanya 
lahan yang tersedia untuk membangun rumah mendorong manusia 
semakin kreatif dalam menciptakan jenis-jenis hunian. Berbicara ten- 
tang hunian atau tempat tinggal, pada dasarnya hunian tempat tinggal 
manusia adalah rumah. 

Rumah merupakan salah satu ruang tempat manusia beraktivi- 
tas. Sebagai tempat manusia beraktivitas, rumah harus dipandang dari 
segala faktor yang mempengaruhinya. Dari beragam faktor yang mem- 
pengaruhinya, manusia merupakan faktor sentralnya (Santoso dan Ri- 
viwanto., dalam Kasjono, 2011). Dalam Undang-undang Perumahan 
Dan Kawasan Permukiman (UU No. 1/201 1), ditegaskan bahwa rumah 
adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 


-ooOoo- 
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5.1 RUMAH SEDERHANA 


Rumah sederhana adaiah tempat tinggal layak huni yang harganya ter- 
jangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Dalam 
SNI 03-6981-2004 rumah sederhana tidak bersusun direncanakan se- 
bagai tempat kediaman yang layak dihuni bagi masyarakat berpeng- 
hasilan rendah atau sedang. Oleh karena itu harganya harus terjang- 
kau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. 



Gambar 5.1. Tipe Rumah Yang Serupa Dibangun di Lingkungan 
Yang Berbeda Kiri Rumah Sederhana; Kanan Rumah Menengah 


Rumah sederhana dibangun untuk dengan harga yang terjang- 
kau oieh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Agar terjang- 
kau, rumah sederhana harus dapat dimiliki dengan harga yang murah. 
Walaupun murah harganya, estetika dan penampilan rumah sederha- 
na perlu dibuat menarik. 


«• ij>m m S. r, m + 



)■ M t" ► 



Sumber gambar: Diolah dari berbagai sumber 

Gambar 5.2. Contoh Lay Out Rumah Sederhana Ukuran 2 / m 2 dan 

36 m 2 


Pada rumah sederhana, desain rumah disiapkan agar mudah 
dikembangkan dan dipercantik tampilannya oleh pemiliknya. Un- 
tuk menekan harga, rumah sederhana dibangun dengan luas yang 
minimal, dan menggunakan bahan bangunan yang murah. Tuntutan 
merancang rumah yang sederhana dan murah dengan pilihan bahan 
bangunan terbatas merupakan tantangan tersendiri bagi praktisi arsi- 
tektur. 



Sumber gambar: Malang Raya (2012) 


Gambar 5.3. Contoh Rumah Murah Yang Dibangun di Kabupaten 

Malang 

Rumah sederhana memiliki luas lantai 21 m 2 sampai dengan 
36 m 2 , dengan luas kaveling 54 m hingga maksimal 200 m 2 . Dalam 
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No.403/ 
KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sehat 
Sederhana, disebutkan bahwa luas ruang yang dibutuhkan untuk satu 
orang pada rumah sederhana adalah 9 m 2 . 
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Tabel 5.1. Kebutuhan Luas Minimum Bangunan dan Lahan Untuk 
Rumah Sederhana Sehat 



Kapasitas: Rumah Untuk 3 Jiwa 

Kapasitas: Rumah Untuk 4 Jiwa 

Kebutuhan 
Luas Ruang 
Per Jiwa 
(dalam m2) 

Luas 

Unit 

Rumah 

(m2) 

Luas 

lahan 

Minimal 

<m2) 

Luas 

Lahan 

Ideal 

<m2> 

Luas 

Lahan 

Efektif 

(m2) 

Luas 

Unit 

Rumah 

(m2) 

Luas 

Lahan 

Minimal 

(m2) 

Luas 
Lahan 
Ideal 
(m 2) 

Luas 

Lahan 

Efektif 

(m2) 

Ambang Batas: 

7,2 

21,6 

60,0 

200 

72-90 

28,8 

60,0 

200 

72 - 90 

Indonesia: 

9,0 

27,0 

60,0 

200 

72-90 

36,0 

60,0 

200 

72-90 

Internasional: 

12,0 

36,0 

60,0 

- 

- 

48,0 

60,0 

_ 

- 


Sumber: Dikembangkan dan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah 
No. 403/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Se- 
hat Sederhana. 


Terdapat dua tipe rumah yang paling umum dipergunakan pada 
rumah sederhana, yaitu: rumah gandeng atau rumah kopel, dan rumah 
deret. 

a. Rumah Gandeng atau Rumah Kopel 

Rumah gandeng atau kopel adalah dua buah rumah yang bergandeng 
an, dan masing-masing memiliki kapling sendiri. Pada rumah gandeng 
atau rumah kopel, salah satu dinding bangunan induk saling menyatu. 



Gambar 5.4. Contoh Rumah Gandeng atau Rumah Kopel 



Sumber gambar: Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah (2000). 

Gambar 5.5. Ketentuan Umum Penggunaan Lahan Untuk Rumah 

Gandeng / Kopel 


b. Rumah Deret 

Rumah deret adalah beberapa rumah yang bergandengan antara satu 
unit dengan unit lainnya. Pada rumah deret, salah satu atau kedua 
dinding bangunan induknya menyatu dengan dinding bangunan in- 
duk lainnya. Dengan sistem rumah deret, unit-unit rumah tersebut 
menjadi satu kesatuan. Pada rumah deret, setiap rumah memiliki 
kapling sendiri-sendiri. 



Gambar 5.6. Gambar Kiri: Kampung Deret di Jakarta; Gambar 
Kanan: Rumah Deret 
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Sumber gambar: Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah (2000). 

Gambar 5.7 Ketentuan Umum Penggunaan Lahan Untuk Rumah 

Deret 

5.2 RUMAH SANGAT SEDERHANA 

Rumah sangat sederhana adalah rumah tinggal tidak bersusun dengan 
luas lantai 21 m 2 sampai dengan 36 m 2 . Suatu rumah sangat seder- 
hana sekurang-kurangnya harus memiliki kamar mandi dan WC dan 
ruang serbaguna. Biaya pembangunan per m 2 rumah sangat seder- 
hana harus ditekan serendah mungkin hingga sekitar setengah dari 
biaya pembangunan rumah sederhana. Rumah sangat sederhana 
umumnya berupa rumah deret guna memaksimalkan penggunaan 
lahan perumahan yang terbatas. Rumah sangat sederhana memiliki 
denah berbentuk empat persegi panjang. Atapnya berbentuk pelana, 
dengan kemiringan yang disesuaikan dengan bahan penutup atap 
yang dipergunakan. Bahan bangunan yang umum dipakai pada rumah 
sangat sederhana adalah: beton untuk sistem strukturnya, bata merah 
atau concrete block untuk dinding, kayu untuk pintu dan jendela, as- 
bes gelombang untuk penutup atap. 
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Gambar 5.8. Rumah Sangat Sederhana 

Dengan luas 21-36 m 2 , besaran ruang pada rumah sangat se- 
derhana menjadi serba terbatas. Tim Puslitbangtekim (2000} menetap- 
kan luas minimum ruang-ruang pada rumah sangat sederhana sebagai 
berikut: 

- Ruang Serbaguna 14,58 m 2 - Kamar Mandi/WC 2,25 m 2 

- Dapur 2,25 m 2 - Teras/Selasar 1,92 m 2 



Sumber gambar: Berita Plasa MSN (2014) 


Gambar 5.9. Rumah Sangat Sederhana Dapat Dibangun Tanpa 

Finishing 
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5.3 RUMAH MAISONET 

Maisonet berasal dari kata mai-son-ette. Maisonet adalah suatu rumah 
kecil semacam apartemen yang terdiri dari dua lantai atau lebih, 
dengan pintu masuk sendiri langsung dari luar (The Free Dictionary, 
2013). Maisonet adalah rumah sederhana berlantai dua, dan berupa 
rumah deret (SNI 03-6981-2004). 


Sumber gambar: Puslitbang Permukiman (2009a; 2009b) 

Gambar 5.10. Rumah Tipe Maisonet: Setiap Unit Dibangun 

Bertingkat 

Maisonette merupakan fungsi hunian dengan ketinggian dua 
lantai. Karena bertingkat dua, maka rumah maisonet menjadi tipe 
standar dari tempat tinggal bertingkat rendah dengan kapasitas hunian 
yang tinggi. Guna memaksimalkan manfaat lahan, tata ruang maiso- 
nette dibuat sederhana untuk mengakomodasi kebutuhan secara mi- 
nimal. Berbeda dengan apartemen atau rumah susun yang memiliki 
pintu utama (entrance) untuk keluar masuk gedung. Setiap unit hunian 
pada bangunan maisonette memiliki pintu masuk sendiri yang lang- 
sung berhubungan dengan ruang luar. Baik unit tersebut menempati 
semua tingkat maupun masing-masing lantai ditempati oleh unit yang 
berbeda, setiap unit memiliki entrance sendiri. Maisonette umumnya 
berupa bangunan deret atau bangunan rapat. Maisonette umumnya 
terletak di pusat kota, dan berada di daerah dengan kategori low rise. 
Daerah dengan kategori low rise adalah dearah yang hanya boleh 
dibangun sebanyak maksimal 4 tingkat. Dalam kasus tertentu maiso- 
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nette dapat dibangun di kawasan konservasi, dengan harapan tidak 
merubah wajah kota (Haryadi, 2007). Panjang suatu deretan rumah 
maisonet maksimum 60 meter. Apabila berbentuk rumah gandeng 
dua, maka panjang persil maksimum adalah 120 meter (SNI 03-6981- 
2004). 

5.4 RUMAH SUSUN 

Rumah susun atau disingkat rusun, pada dasarnya adalah apartemen 
versi sederhana (Wikipedia, 201 4a). Rumah susun adalah kelompok 
rumah yang dibangun sebagai bangunan gedung bertingkat. Rumah 
susun dibangun dalam suatu lingkungan yang secara fungsional di- 
susun dalam arah horisontal maupun vertikal. Tiap-tiap satuan rumah 
susun dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Rumah susun 
juga dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 
bersama (SNI 03-7013-2004). 



Gambar 5.11. Rumah Susun Sederhana 


Satu buah bangunan rumah susun yang terdiri dari empat lantai 
dapat berisi puluhan unit hunian. Unit hunian pada rumah susun iden- 
tik dengan rumah tinggal yang dibangun di atas tanah. Bagi kepen- 
tingan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah membangun 
rumah susun sederhana. Rumah susun sederhana dibangun dengan 
tujuan mewadahi aktivitas menghuni yang paling pokok. Luas unit hu- 
nian pada rumah susun sederhana adalah minimal 18 m 2 dan maksi- 
mal 36 m 2 (SNI 03-7013-2004). 
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Banyaknya jumlah unit hunian dalam sebuah bangunan rumah 
susun menjadikan setiap bangunan rumah susun sebagai suatu ling- 
kungan perumahan. Berbeda dengan rumah yang dibangun di atas 
tanah, pada rumah susun ratusan unit hunian dibangun di atas lahan 
yang sempit. Akibatnya, banyak kebiasaan baru dalam bertempat ting- 
gal yang memerlukan penyesuaian diri. Perencanaan rumah susun 
harus memperhatikan faktor-faktor kenyamanan, keamanan, dan di- 
sesuaikan dengan perencanaan menyeluruh dari perencanaan ling- 
kungan rumah susun. Untuk mendukung kondisi hidup bermasyarakat 
di rumah susun, penyediaan fasilitas-fasilitas lingkungan rumah susun 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (SNI 03-7013-2004; SNI 
03-2485-1992): 

- Memberi rasa aman, ketenangan hidup, kenyamanan dan sesuai 
dengan budaya setempat. 

Menumbuhkan rasa memiliki dan merubah kebiasaan yang tidak 
sesuai dengan gaya hidup di rumah susun. 

- Mengurangi kecenderungan untuk memanfaatkan atau menggu- 
nakan fasilitas lingkungan bagi kepentingan pribadi dan kelom- 
pok tertentu. 

Menunjang fungsi-fungsi aktivitas menghuni yang paling pokok 
baik dan segi besaran maupun jenisnya sesuai dengan keadaan 
lingkungan yang ada. 

- Menampungfungsi-fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
dan pengembangan aspek-aspek ekonomi dan sosial budaya. 

Pada dasarnya, unit-unit hunian rumah susun adalah rumah ting- 
gal serupa dengan rumah yang dibangun di atas tanah. Susunan ruang 
setiap unit hunian pada rumah susun hampir sama dengan susunan ru- 
ang pada rumah sederhana di atas tanah. Perbedaan yang tegas adalah 
setiap hunian tidak menghadap halaman dan jalan. Pada rumah susun, 
setiap unit hunian menghadap ke sebuah koridor atau selasar yang di- 
gunakan bersama. Terdapat dua macam tipe selasar atau koridor pada 
rumah susun, yaitu: selasar luar dan selasar dalam. 



jenis-jenis dan Tipe-tipe Rumah 


Gambar 5.12. Rumah Susun Kebon Kacang Jakarta dengan Jendela 

Berbentuk Unik 


Gambar 5.13. Apartemen Tipe Kecil di Kalibata Jakarta Selatan 

Mulai tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menggalak- 
kan program pembangunan rumah susun yang dikenal dengan istilah 
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Program Seribu Tower. Program seribu tower merupakan loncatan 
dari program rumah susun sebelumnya. Konsep pembangunan rumah 
susun biasanya hanya terdiri dari 4 hingga 5 lantai. Pada program seri- 
bu tower, rumah susun dibangun dengan konsep yang berbeda, yaitu 
setinggi 20 lantai. Dengan tinggi 20 lantai, setiap bangunan rumah 
susun dapat menampung hingga 600 unit hunian. 

Dalam program seribu tower, rumah susun dibangun dengan 
konsep yang agak mirip dengan apartemen. Dari aspek estetika, wu- 
jud rumah susun 20 lantai terlihat seperti sebuah bangunan apartemen 
modem. Dari aspek lokasi, rumah susun 20 lantai banyak dibangun 
di tempat-tempat yang berdekatan dengan pusat keramaian, atau sim- 
pul transportasi umum. Untuk menjangkau kalangan menengah ke 
bawah, unit-unit hunian yang disediakan adalah hunian dengan luas 
sekitar 21-36 m 2 . 



Gambar 5.14. Lay Out Unit Hunian Rumah Susun Tipe Kecil: 

± 20 m 2 


-ooOoo- 
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PRASARANA 
LINGKUNGAN PERMUKIMAN 
DAN PERUMAHAN 


U ntuk mendukung kehidupan penduduknya, setiap lingkungan 
permukiman dan perumahan memerlukan fasilitas-fasilitas 
dasar. Fasilitas-fasilitas tersebut umumnya berupa kelengkap- 
an-kelengkapan fisik guna memenuhi berbagai kebutuhan masyara- 
kat. Jenis-jenisnya meliputi: penerangan, air bersih, mempermudah 
transportasi, akses telekomunikasi, memperoleh bahan makanan dan 
kebutuhan lainnya, berolah raga dan bermain, bersekolah, beribadah, 
bermasyarakat, dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang harus tersedia 
di lingkungan perumahan dan permukiman meliputi dua jenis, yaitu: 

- Prasarana lingkungan 
- Sarana lingkungan 

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan fisik suatu ling- 
kungan, yang terdiri dari beberapa jenis. Prasarana adalah segala 
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu 
proses, salah satu contohnya adalah jalan (KBBI Online). Prasarana 
lingkungan juga dikenal sebagai sebagai utilitas lingkungan. Diperlu- 
kan prasarana lingkungan yang memadai, agar lingkungan permukim- 
an atau perumahan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terdapat 
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delapan jenis prasarana lingkungan yang harus tersedia di lingkungan 
permukiman, yaitu (SNI 03-1 733-2004): 

1) . Prasarana jaringan jalan. 

2) . Prasarana jaringan drainase. 

3) . Prasarana jaringan air bersih. 

4) . Prasarana jaringan air limbah. 

5) . Prasarana jaringan persampahan. 

6) . Prasarana jaringan listrik. 

7) . Prasarana jaringan telepon. 

8) . Prarasarana jaringan transportasi lokal. 

Tiap-tiap jenis prasarana memiliki standar dan ketentuan yang 
berbeda-beda tergantung fungsinya. 

6.1 PRASARANA JARINGAN JALAN 

Jalan merupakan prasarana lingkungan yang berupa suatu jaringan. 
Fungsi utama jaringan jalan adalah untuk mempermudah pergerakan 
manusia dan kendaraan. Jaringan jalan juga memiliki fungsi penting 
sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. Jaringan 
jalan yang baik pada suatu kawasan permukiman harus memiliki pola 
yang hubungan jelas antara jalan utama dengan jalan kolektor atau 
jalan lokalnya. Agar jalan pada suatu kawasan dapat berfungsi dengan 
sempurna, maka dalam perencanaannya perlu mengacu kepada sis- 
tem hierarki jalan. Sistem hierarki jalan mengklasifikasikan jalan ber- 
dasarkan kecepatan kendaraan, lebar badan jalan, dan garis sempadan 
jalan. Dalan sistem hierarki jalan, jalan diklasifikasikan ke dalam 6 
jenis, yaitu: jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor 
primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, dan jalan lokal 
sekunder. Ciri dan perbedaan dari 6 klasifikasi jalan tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 6.1 . 


Tabel 6.1. Pengklasifikasian Jalan Berdasarkan Hierarki Jalan 


Hierarki Jalan 

Kecepatan 

Kendaraan 

Lebar 

Badan 

Jalan 

Garis Sempadan 
Jalan Terhadap 
Bangunan 

Jalan Arteri Primer 

> 60 km/jam 

> 8 m 

> 22 m 

Jalan Arteri Sekunder 

> 30 km/jam 

> 8 m 

> 20 m 

Jalan Kolektor Primer 

> 40 km/jam 

> 7 m 

> 1 7 m 

Jalan Kolektor Sekunder 

> 20 km/jam 

> 7 m j 

> 7 m 

Jalan Lokal Primer 

> 20 km/jam 

> 6 m [ 

> 12 m 

Jalan Lokal Sekunder 

> 1 0 km/jam 

> 5 m 

> 4 m 


Sumber: Mirsa (2012: 90). 


Jaringan jalan dibangun untuk menghubungkan suatu tempat 
dengan tempat lainnya. Diantara pengguna jalan, ada yang berjalan 
kaki, mengendarai sepeda, dan menggunakan kendaraan bermotor. 
Jaringan jalan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nya- 
man bagi pergerakan manusia. Gambar 6.1. memperlihatkan bagian- 
bagian penting jalan serta penggunaan ruang dan lahannya (SNI 03- 
1 733-2004). 


/\ 


D a wasja- 


i 







D.maji^g 
Oaotija ■ 


j- Dawasja 


Sumber gambar: SNI 03-1 733-2004 

Gambar 6.1. Bagian-bagian dari Jalan 

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengguna- 
nya, maka jaringan jalan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
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- Memiliki permukaan yang rata. 

- Memiliki trotoar untuk memisahkan sekaligus melindungi pejalan 
kaki dari pergerakan kendaraan. 

- Tersedia rambu-rambu dan petunjuk jalan yang jelas. 

- Memiliki sistem drainase yang baik agar permukaan jalan tidak 
tertutup oleh air pada saat hujan. 

- Memiliki lahan parkir yang cukup dan tidak mengganggu lalu 
lintas. 

- Memiliki lansekap yang baik untuk memberikan rasa nyaman. 


Tabel 6.2. Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan 


N o. 

Klasifikasi Jalan Lokal 

Lebar 

Badan 

Jalan 

Minimum 

(m) 

Lebar 

Perkerasan 

Jalan 

Minimum 

(m) 

Lebar 

Bahu 

Jalan 

Minimum 

(m) 

Sempadan Bangunan 
Minimum Sesuai 
Dengan Peraturan 
Daerah Setempat 

Rumah 
Berlan- 
tai 1 

Rumah 
Berlan- 
tai 2 

1 

Jalan Lokal Sekunder 

- jalan setapak 

2,00 

1,20 

0,25 

2,75 

1,75 

- jalan kendaraan 

3,50 

3,00 

0,50 

2,75 

1,75 

2 

Jalan Lokal Sekunder II 

5,00 

4,50 

0,50 

3,50 

2,50 

3 

Jalan Kolektor Sekunder 

7,00 

5,00 

0,50 

4,50 

3,50 


Sumber: SNI 03-6981-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak ber- 
susun di daerah perkotaan. 


Lebih lanjut, dalam SNI 03-6891-2004 tentang Tata Cara Peren- 
canaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah 
Perkotaan, dijelaskan tentang penggunaan jalan berdasarkan klasifika- 
sinya di lingkungan perumahan. Uraian dalam SNI 03-6891-2004 ter- 
sebut menjelaskan secara rinci ukuran-ukuran jalan bagi lingkungan 
perumahan. Klasifikasi jalan, lebar jalan, serta ketentuan-ketentuan 
lainnya dapat dilihat dalam Tabel 6.2. 

Setiap bidang jalan memiliki bagian-bagian penting yang di- 
namai dengan istilah-istilah teknis. Istilah-istilah teknis tersebut di- 
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tetapkan untuk menggambarkan fungsi, manfaat dan kegunaannya, 
yaitu SNI 03-6891-2004: 

- Damija (Daerah milik jalan) 

Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan 
tingggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan. Damija ini di- 
peruntukkan bagi daerah manfaat jalan (damaja) dan pelebaran 
jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta 
kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. 

- Damaja (Daerah manfaat jalan) 

Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi 
dan kedalaman ruang batas tertentu. Ruang tersebut diperuntuk- 
kan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, sa- 
luran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan 
galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan peleng- 
kap lainnya. 

Dawasja (Daerah pengawasan jalan) 

Merupakan ruang sepanjang jalan di luar daerah milik jalan (dami- 
ja) yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, dan diperuntukkan 
bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi 
jalan. 

6.2 PRASARANA JARINGAN DRAINASE 

Jaringan drainase merupakan prasarana yang berfungsi untuk me- 
ngalirkan air buangan. Air buangan tersebut berasal dari permukaan 
jalan, halaman rumah, serta air limbah rumah tangga. Melalui jaringan 
drainase, air dialirkan ke badan penerima air atau ke tempat peresapan 
buatan. Jaringan drainase terdiri dari dua bagian utama, yaitu: 

1) . Badan pemerima air. 

2) . Bangunan pelengkap. 

Sistem drainase yang baik selalu memiliki bagian yang berfungsi 
menerima air. Bagian yang berfungsi untuk menerima air disebut se- 
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bagai badan penerima air. Contoh badan penerima air adalah sungai, 
danau dan laut. Badan penerima air dapat berupa sumber air di per- 
mukaan tanah maupun sumber air di bawah permukaan tanah. Sum- 
ber air di permukaan tanah adalah laut, sungai, dan danau, sedangkan 
sumber air di bawah permukaan tanah adalah air tanah. 

Sistem drainase juga harus memiliki bangunan pelengkap. Fung- 
si dari bangunan pelengkap adalah untuk menghubungkan antara per- 
mukaan tanah dan sumber air buangan dengan badan penerima air. 
Contoh bangunan pelengkap pada jaringan drainase adalah: gorong- 
gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, Street inlet, 
pompa, dan pintu air. 

Danau, sungai dan permukaan tanah yang terbuka memiliki 
fungsi sebagai tempat peresapan air. Pesatnya perkembangan per- 
mukiman cenderung mengurangi ruang-ruang tempat peresapan air. 
Untuk memperbesar tingkat peresapan air buangan ke dalam tanah di- 
perlukan tempat peresapan buatan. Tempat peresapan buatan adalah 
tempat penampungan air dalam tanah yang berfungsi menampung air 
buangan dan meresapkannya ke dalam tanah secara alamiah. Tempat 
peresapan buatan disebut sebagai sumur resapan. 



Gambar 6.2. Saluran Drainase: Di Lingkungan Perumahan; Di Tepi 

Jalan Besar 
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6.3 PRASARANA JARINGAN AIR BERSIH 

Jaringan air bersih sangat diperlukan bagi lingkungan permukiman 
dan perumahan. Prinsip dasarnya, setiap rumah harus mendapatkan 
layanan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Air bersih harus me- 
menuhi syarat-syarat kesehatan dan aman untuk dikonsumsi manusia, 
jaringan air bersih berupa pipa yang tertanam di dalam tanah. Pipa 
untuk mengalirkan air bersih dibuat dari bahan PVC atau GIP. 



Gambar 6.3. Meteran Air PAM: Untuk Menghitung Jumlah Pe- 
makaian Air 


Jaringan air bersih di perkotaan di Indonesia pada umumnya di- 
layani oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Untuk menghitung banyak- 
nya air yang dipergunakan setiap bulan, dipergunakan alat berupa 
meteran air yang dipasang di setiap rumah pelanggan. Selain didistri- 
busikan ke rumah-rumah, air bersih juga disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan kepentingan umum. Pada kawasan perkotaan terdapat em- 
pat unsur yang harus terpenuhi dalam pengadaan air bersih, yaitu: 

1) . Air bersih dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan. 

2) . Tersedianya jaringan atau saluran air bersih ke setiap rumah. 

3) . Tersedianya kran umum. 

4) . Tersedianya hidran kebakaran. 

Pada lokasi-lokasi yang belum memungkinkan disediakan ja- 
ringan air bersih hingga ke setiap rumah perlu disediakan kran umum. 
Berdasarkan standar yang berlaku (SNI 03-1733-2004), setiap satu 
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kran umum disediakan untuk pemakai sebanyak 250 jiwa, dengan ka- 
pasitas minimum 30 liter/orang/hari. Selain untuk rumah tinggal dan 
kran umum, jaringan air bersih disediakan untuk mendukung sistem 
pencegahan kebakaran berupa penyediaan hidran kebakaran. Untuk 
daerah perumahan jarak antar hidran adalah sejauh 200 meter, se- 
dangkan untuk daerah komersial jarak antar hidran kebakaran adalah 
sejauh 100 meter (SNI 03-1 733-2004). 

6.4 PRASARANA JARINGAN AIR LIMBAH 

Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair dan berasal dari air 
buangan atau air bekas. Di lingkungan permukiman dan perumahan 
umumnya limbah cair berasal dari air buangan kamar mandi dan 
dapur. Limbah cair juga dapat berasal dari air hujan yang tidak tertam- 
pung oleh daya resap tanah. Idealnya limbah cair yang berasal dari 
air buangan dan air hujan dikembalikan selekasnya ke dalam tanah 
melalui sumur resapan. Dalam menempatkan sumur resapan perlu di- 
perhatikan agar air limbah yang ditampung tidak mencemari sumber 
air bersih. 

Di lingkungan permukiman yang padat di pusat kota umumnya 
sebagian besar bidang tanah telah tertutup oleh bangunan. Akibatnya 
tidak lagi tersedia bagian halaman rumah yang dapat dipergunakan 
sebagai sumur resapan. Pada kondisi yang demikian, air buangan da- 
pat dialirkan ke saluran pembuangan kota. Saluran pembuangan kota 
umumnya lebih dikenal dengan istilah riol kota. Selanjutnya air bu- 
angan akan dialirkan ke badan penerima air. 

Selain limbah cair, terdapat limbah padat yang berasal dari ka- 
kus. Limbah padat tidak boleh dibuang dan dialirkan ke dalam saluran 
drainase dan riol kota. Limbah padat harus dibuang ke dalam tempat 
penampungan yang disebut septic tank. Septic tank dibuat di bawah 
permukaan tanah dan ditempatkan di halaman rumah. Apabila lahan 
sangat terbatas, maka dapat dibuat septic tank yang dipergunakan ber- 
sama-sama. 
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Sumber gambar: Brosur Septic Tank Biotech 


Gambar 6.4. Septic Tank: Contoh Septic Tank Siap Pakai 

Memperhatikan sifat-sifat air limbah dan tata cara pembuang- 
annya yang berbeda-beda, terdapat tiga jenis elemen penting pada 
jaringan air limbah, yaitu: 

1) . Septic tank. 

2) . Sumur resapan. 

3) . Jaringan pemipaan air limbah. 

Septic tank dan bidang sumur resapan merupakan sistem pem- 
buangan limbah secara alamiah. Pada kondisi tertentu, apabila tidak 
dimungkinkan membangun septic tank dan sumur resapan di setiap 
rumah, maka perlu dibangun jaringan pembuangan dan bidang resa- 
pan bersama. Selanjutnya air limbah diolah dengan cara pengolahan 
lain, pada skala kawasan maupun skala kota. 

6.5 PRASARANA JARINGAN PERSAMPAHAN 

Jenis limbah lain yang berasal dari rumah tangga adalah sampah. Di 
kawasan permukiman dan perumahan, sampah merupakan barang-ba- 
rang buangan bekas pakai dari rumah tangga. Apabila tidak ditangani 
dengan baik, tumpukan sampah akan menggunung dan mengotori 
lingkungan. Oleh karena itu diperlukan adanya sistem pembuangan 
sampah yang terkoordinasi dan terkontrol. Di Indonesia, standar kebu- 
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tuhan prasarana persampahan bagi kawasan permukiman dapat dilihat 
pada Tabel 6.3. 


Tabel 6.3 Standar Kebutuhan Prasarana Persampa 


Lingkup 


Prasarana 




Layanan 

Prasarana 

Sarana 

Pelengkap 

Status 

Kepemilikan 

Dimensi 

Keterangan 

Rumah 
(5 jiwa) 

Tong Sampah 

Pribadi 

- 


- 

RW 

Gerobak Sampah 


2 m 2 


Diangkut 3x 

(2.500 jiwa) 

Bak Sampah Kecil 


6 m 2 

Jarak bebas 
' TPS dengan 
lingkungan 

seminggu 

Kelurahan 

Gerobak Sampah 


2 m 2 

Diangkut 3x 

(30.000 jiwa) 

Bak Sampah Besar 


12 m 2 

hunian 

minimal 

30 m 

seminggu 

Kecamatan 

(120.000 

jiwa) 

Mobil Sampah 

TPS/TPA 

- 

Diangkut 3x 

Bak Sampah Besar 

lokal 

25 m 2 


seminggu 

Kota 

Bak Sampah Akhir 


- 



(> 480.000 
jiwa) 

Tempat Daur Ulang 
Sampah 

TPA 

- 

— 



Sumber: Dikembangkan dari SNI 03-1 733-2004. 


Sampah rumah tangga sangat beragam jenisnya. Secara umum 
sampah terbagi ke dalam dua jenis yaitu: 

1) . Sampah organik. 

2) . Sampah non organik. 

Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai secara ala- 
miah oleh bakteri dan tanah sehingga kembali menjadi tanah. Contoh 
sampah organik adalah: daun-daunan dan buah-buahan yang bergu- 
guran, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Sampah non organik adalah 
sampah hasil industri yang tidak dapat diurai oleh bakteri dan tanah. 
Contoh sampah non organik adalah kaca atau gelas, keramik, plastik, 
dan sebagainya. 

Proses pembuangan dan pengolahan sampah dilakukan secara 
bertahap. Pertama-tama sampah buangan rumah tangga ditampung 
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dalam tong sampah yang terdapat di setiap rumah. Selanjutnya sam- 
pah diangkut dengan gerobak sampah atau dengan mobil ke tempat- 
tempat penampungan sampah sementara. 



Gambar 6.5. Contoh Tong Sampah 


Tempat penampungan sampah sementara (TPS) terdapat di 
tingkat RW, kelurahan, hingga kecamatan. Sampah-sampah yang ter- 
kumpul di tempat penampungan sampah sementara selanjutnya di- 
pindahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA) untuk didaur ulang 
atau dihancurkan. Tempat pembuangan akhir. Gambar 6.6. menun- 
jukkan kegiatan pengolahan sampat di tempat penampungan sampah 
sementara. 



Gambar 6.6. Kegiatan Pengolahan Sampah di Tempat Penampungan 

Sementara 

Di negara Jepang, pengolahan sampah menganut sistem 3R 
atau Reduce, Reuse, dan Recycle. Dengan sistem ini, masyarakat 
Jepang didorong untuk mengurangi pembuangan sampah, menggu- 
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nakan kembali, serta mendaur ulang sampah. Sangat telitinya mereka 
dalam memilah sampah, masyarakat Jepang bahkan menentukan jad- 
wal pembuangan sampah pada hari-hari yang berbeda. Berdasarkan 
peraturan kota setempat, sampah di Jepang dapat dibagi dalam lima 
kategori atau lebih, dengan jadwal pembuangan yang berbeda, yaitu 
(Handayani, 2010): 

1. Sampah yang mudah terbakar, pembuangannya pada hari senin 
dan jumat setiap minggu. Contohnya: sampah rumah tangga. 

2. Sampah yang tidak dibakar, pembuanganya pada hari selasa 
minggu ke dua dan ke empat. Contohnya: kaca, gelas, piring, 
pisau, panci. 

3. Sampah botol plastik, bekas makanan kaleng, bekas susu cair, 
dibuang pada hari rabu minggu pertama dan ke tiga. 

4. Sampah kertas, koran, majalah bekas, baju bekas dan kain dibuang 
pada hari kamis minggu ke empat. 

5. Sampah besar dengan berat lebih dari 5 kilogram dibuang 
dengan tiket pembuangan seharga 300 sampai dengan 600 yen. 
Contohnya: sampah berupa lemari, sepeda, dan kasur. 



Sumber gambar: Herdiawan (2012) 


Gambar 6.7. Contoh Program Pembuangan Sampah di jepang 
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6.6 PRASARANA JARINGAN LISTRIK 

Listrik telah menjadi kebutuhan yang mutlak di setiap rumah di kota. 
Di lain fihak, kemampuan ekonomi masyarakat tidak sama. Ada ke- 
lompok masyarakat yang berkelebihan secara ekonomi, dan ada ke- 
lompok masyarakat yang sangat kekurangan ekonominya sehingga 
menjadi sangat berat untuk membiayai kebutuhan biaya listriknya. Di 
Indonesia, kebutuhan listrik dipasok oleh PLN atau Perusahaan Listrik 
Negara. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat bera- 
gam maka penyaluran listrik dibagi ke dalam beberapa golongan tarif, 
yaitu: (1) golongan tarif rumah tangga, (2) golongan tarif bisnis, dan 
(3) golongan tarif pemerintahan. Idealnya, setiap lingkungan perumah- 
an harus mendapatkan aliran listrik. Setiap unit rumah tangga harus 
mendapat daya listrik sekurang-kurangnya 450 watt. Karena daya beli 
masyarakat tidak sama, maka besarnya daya yang disalurkan ke setiap 
rumah berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 
beragam, penyaluran listrik dari untuk rumah tangga dibagi menjadi 
enam golongan, yaitu (Wikipedia, 2012): 


1). 

Daya 450 VA 

4). 

Daya 2.200 

VA 

2). 

Daya 900 VA 

5). 

Daya 3.500 

s/d 5.500 VA 

3). 

Daya 1 .300 VA 

6). 

Daya 6.600 

VA ke atas 



Gambar 6.8. Meteran Listrik: Untuk Mengukur Besarnya Penggu- 
naan Listrik 
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Selain di salurkan ke dalam bangunan, jaringan listrik juga me- 
miliki fungsi sosial, yaitu penerangan jalan. Untuk kepentingan pene- 
rangan jalan, disediakan tiang listrik yang ditempatkan di area damija 
pada sisi jalur hijau. Guna memenuhi kebutuhan penerangan di tem- 
pat umum, maka lampu penerangan membutuhkan kekuatan sebesar 
500 lux per lampu, dan ditempatkan pada ketinggian sekitar lima me- 
ter di atas permukaan tanah. 



Gambar 6.9. Lampu Penerangan Jalan di Lingkungan Perumahan 

6.7 PRASARANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

Lingkungan permukiman dan perumahan harus dilengkapi dengan ja- 
ringan telekomunikasi. Pada masa kini, jaringan telekomunikasi yang 
populer dipakai kota besar terbagi ke dalam dua jenis, yaitu: jaringan 
kabel, dan jaringan nir kabel. Pada jaringan kabel, media yang umum 
digunakan adalah kabel tembaga dan serat fibreglass. Jaringan kabel 
dapat disalurkan melalui kabel udara dengan tiang-tiang atau kabel- 
kabel yang di tanam di bawah tanah. Jaringan nir kabel adalah ja- 
ringan telekomunikasi yang tidak menggunakan kabel. Pada jaringan 
nirkabel, data disalurkan gelombang dari mesin pemancar ke mesin 
penerima. Bentuk yang paling lazim di kenal masyarakat di perkotaan 
adalah penggunaan telepon genggam dengan BTS sebagai pemancar- 


Prasarana Lingkungan Permukiman dan Perumahan 6 1 

nya. Perkembangan teknologi komunikasi telah meningkatkan cara 
manusia berhubungan antara satu dengan lainnya. Pada masa awal di- 
temukannya telepon, penggunaan pesawat telepon hanya bisa untuk 
menalirkan suara. Semakin semakin majunya teknologi, jaringan te- 
lepon dapat dipergunakan untuk berbicara dan sekaligus menyalurkan 
data. Ditemukannya teknologi digital dan sistem internet memudah- 
kan kegiatan mengakses data dan informasi, serta mengirimkan surat 
dengan menggunakan komputer di rumah. Teknologi digital dan sis- 
tem internet juga memungkinkan manusia berbicara jarak jauh sambil 
melihat lawan bicaranya melalui layar monitor. 

Semakin dikenalnya teknologi telepon seluler atau telepon geng- 
gam, semakin memudahkan manusia berkomunikasi. Saluran telepon 
yang dahulu merupakan sesuatu yang langka, kini telah menyebar ke 
segenap pelosok dengan jaringan tanpa kabel. Bahkan dapat dikata- 
kan hampir seluruh penduduk kota memiliki telepon seluler. Namun 
penggunaan telepon seluler sifatnya sangat pribadi. Bagi kepentingan 
umum perlu disediakan telepon umum yang ditempatkan di pusat- 
pusat kegiatan lingkungan, ruang publik, atau di sekitar sarana ling- 
kungan lainnya. Idealnya minimal dibutuhkan satu sambungan tele- 
pon untuk setiap 250 jiwa. Telepon umum harus diletakkan di tempat 
yang terlindung dari sengatan matahari dan siraman air hujan. Untuk 
memudahkan penggunanya, penempatan telepon umum disyaratkan 
pada setiap jarak 200 - 400 meter. 



Gambar 6.10. Telepon Umum, Menara BTS, Telepon Seluler 
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6.8 PRASARANA JARINGAN TRANSPORTASI LOKAL 

Kawasan perumahan maupun permukiman harus mudah dicapai 
dengan angkutan umum. Masyarakat yang hidup di perkotaan sangat 
membutuhkan sistem angkutan umum. Oleh karena itu, lingkungan 
hunian yang baik harus dekat dengan jaringan transportasi lokal. Se- 
lain meliputi jaringan jalan, sistem transportasi, dan sistem perpindah- 
an, jaringan transportasi lokal juga melibatkan elemen-elemen ran- 
cangan ruang kota lainnya. 



Parkir Tidak Tertata di Badan jalan Tempat Parkir Yang Tertata di Tepi jalan 


Gambar 6.11. Lahan Parkir Sebagai Fasilitas Pendukung Jaringan 

Jalan 

Elemen-elemen rancangan kota yang terkait dengan jaringan 
transportasi lokal adalah: peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan 
lahan, tata bangunan, ruang terbuka dan tata hijau, sistem sirkulasi, 
dan sebagainya. Tepadunya tatanan elemen-elemen rancangan kota 
yang dengan jaringan transportasi akan memudahkan penghuni untuk 
bergerak dan berpindah tempat. 

Dalam SNI 03-1 733-2004, elemen-elemen rancangan kota yang 
harus tersedia dalam jaringan transportasi lokal adalah: 

- Sistem jaringan sirkulasi kendaraan pribadi dan kendaraan umum 
berikut tempat perhentiannya. 

- Sistem jaringan sirkulasi pedestrian. 

- Sistem jaringan parkir. 
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Gambar 6.12. Trotoar dan Taman yang Terpadu dengan Jaringan 

Jalan 

Pada dasarnya, jaringan transportasi lokal harus terintegrasi de- 
ngan jaringan transportasi regional radius layanannya lebih luas. Selain 
itu, sistem pelayanannya harus mudah dipahami masyarakat umum 
tanpa menghilangkan karakter khas setempat yang dimiliki (SNI 03- 
1 733-2004). 



Gambar 6.13. Halte Kendaraan Umum Dan Jalur Pejalan Kaki 


Sarana transportasi lokal dapat berupa kendaraan bermotor 
maupun kendaraan tidak bermotor, seperti: mobil angkutan perko- 
taan (angkot), becak, delman, dan sebagainya. Jarak tempuh yang di- 
rekomendasikan dari rumah ke tempat naik kendaraan tidak melebihi 
1 km. 
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Gambar 6.14. Sarana Transportasi Publik: Becak, Bajaj, Mobil Ang- 

utan Kota 

Dalam SNI 03-1733-2004 dijelaskan bahwa suatu lingkungan 
perumahan, perlu terjangkau oleh sistem angkutan umum. Angkutan 
umum ditentukan melintasi jalan lokal sekunder I, dan jalan lokal se- 
kunder II. Informasi yang tersaji dalam Tabel 6.4. menunjukkan kla- 
sifikasi jalan di lingkungan perumahan yang dilintasi oleh angkutan 
umum. 


Tabel 6.4. Hirarki Jalan Perumahan, Angkutan Umum, dan Fasiltas 

Pendukung 


Hirarki Jalan 
Perumahan 

Angkutan Umum 

Fasilitas Pendukung 

Lokal Sekunder 1 

- Angkot (minibus < 12 

- Teluk bis 


tempat duduk) 

- Parkir di badan jalan 


- Bis (< 24 tempat duduk) 

- Jalur pejalan kaki 

Lokal Sekunder II 

- Angkot (minibus < 12 

- Teluk bis 


tempat duduk) 

- Parkir di badan jalan 

- Jalur pejalan kaki 


Sumber: Dikembangkan dari SNI 03-1 733-2004. 


- 00 O 00 - 



SARANA DAN 
FASILITAS LINGKUNGAN 


S arana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 
dalam mencapai maksud atau tujuan. Misalnya sarana pelayanan 
medis, yaitu sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat 
klinis dan sejenisnya (KBBI Online). Terdapat tujuh jenis sarana ling- 
kungan yang sangat diperlukan masyarakat dan harus tersedia di ling- 
kungan permukiman, yaitu (SNI 03-1733-2004); 

1). Sarana pemerintahan dan pelayanan umum. 

2). Sarana pendidikan dan pembelajaran. 

3). Sarana kesehatan. 

4). Sarana peribadatan. 

5) Sarana perdagangan dan niaga. 

6). Sarana kebudayaan dan rekreasi. 

7). Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga. 

Tiap-tiap jenis sarana lingkungan memiliki standar yang berbeda 
tergantung fungsi dan karakteristiknya. 
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7.1 SARANA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
UMUM 

Untuk melayani dan melindungi masyarakat diperlukan tersedianya 
sarana pemerintahan dan pelayanan umum yang dikelola oleh negara. 
Pada Tabel 7.1. dapat dilihat jenis-jenis layanan serta cakupan area 
layanannya. 

Tabel 7.1. jenis-jenis Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum 


Area Layanan 

Jenis Layanan 

Luas Lahan 
Minimum 


Balai pertemuan warga 

300 m 2 


Pos hansip 

1 2 m 2 


Gardu listrik 

30 m 2 


Telepon umum & bis surat 


Unit RW 

Bak sampah kecil 

30 m 2 

(2.500 jiwa) 

Parkir umum 

100 m 2 


MCK bersama (mandi, cuci kakus) 
pada lingkungan yang masyara- 
katnya belum mampu menyedia- 
kan MCK sendiri 

42 m 2 per 250 jiwa 


Kantor kelurahan 

1 .000 m 2 


Pos kamtib 

200 m 2 


Pos pemadam kebakaran 

200 m 2 


Agen pelayanan pos 

72 m 2 

Unit Kelurahan 

Loket pembayaran air bersih 

60 m 2 

(30.000 jiwa) 

Loket pembayaran listrik 

60 m 2 


Telepon umum & bis surat 



Bak sampah besar 

60 m 2 


Balai serba guna 

1 .000 m 2 


Tabel 7.1. jenis-jenis Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum 

(Lanjutan) 


Area Layanan 

Jenis Layanan 

Luas Lahan 
Minimum 


Kantor kecamatan 

2.500 m 2 


Kantor polisi 

1 .000 m 2 


Pos pemadam kebakaran * 

1 .000 m 2 


Kantor pos pembantu 

500 m 2 

Unit Kecamatan 
(120.000 jiwa) 

Stasiun telepon otomat & agen 
layanan gangguan telepon 

1 .000 m 2 


Balai nikah/KUA/BP4 

750 m 2 


Telepon umum & bis surat 

80 m 2 


Parkir umum 

2.000 m 2 


Gedung serba guna 

2.500 m 2 


Sumber: Diolah dari uraian dalam SNI 03-1 733-2004. 


Informasi dalam Tabel 7.1. menunjukkan tiga kelompok sarana 
yang termasuk ke dalam sarana pemerintahan dan pelayanan umum, 
yaitu: 

- Kantor-kantor pelayanan pemerintahan dan administrasi 
kependudukan. 

- Kantor-kantor pelayanan utilitas umum dan jasa. 

Pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan, seperti: pos 
keamanan dan pos pemadam kebakaran. 

Unit-unit pelayanan yang termasuk ke dalam pelayanan utili- 
tas umum dan jasa adalah: kantor layanan air bersih (PAM), kantor 
listrik (PLN), kantor telepon, dan kantor pos. Unit-unit yang tugasnya 
memberikan pelayanan keamanan dan keselamatan adalah: pos ke- 
amanan dan pos pemadam kebakaran. Tiga kelompok sarana tersebut 
dijabarkan ke dalam 18 macam sarana pemerintahan dan pelayanan 
umum. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum memiliki tiga area 
pelayanan, yaitu: 
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Pelayanan pada unit RW, melayani 2.500 jiwa penduduk. 

- Pelayanan pada unit Kelurahan, melayani 30.000 jiwa penduduk. 

- Pelayanan pada unit Kecamatan, melayani 120.000 jiwa 
penduduk. 


7.2 SARANA PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 


Masyarakat yang menghuni suatu wilayah terbagi atas beragam 
golongan usia. Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan lebih dari 
seperempat penduduk Indonesia berada pada usia pendidikan pra 
sekolah hingga pendidikan menengah. Secara nasional, kelompok 
usia pendidikan pra sekolah hingga pendidikan menengah adalah 
sebesar 28,11% dari total penduduk Indonesia. Tingginya prosentase 
penduduk pada kelompok usia pendidikan menunjukkan bahwa se- 
tiap kawasan permukiman membutuhkan sarana pendidikan dalam 
jumlah yang cukup. 

Jenis-jenis sarana pendidikan formal dan umum yang wajib 
tersedia adalah sarana pendidikan pada pra belajar hingga tingkat me- 
nengah. Penggolongan sarana pendidikan yang wajib tersedia di se- 
tiap kawasan permukiman dapat dilihat pada Tabel 7.2. 


Tabel 7.2. Sarana pendidikan Formal dan Umum 


Golongan Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Keterangan 

Taman Kanak-kanak 

Pra belajar 

75% bermain, sisanya 
pengenalan 

Sekolah Dasar 

Pendidikan 

Dasar 

Program belajar 6 tahun 

Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SMP/SLTP) 

Pendidikan 

Dasar 

Program belajar 3 tahun 
setelah Sekolah Dasar 

Sekolah Menengah Umum/ 
Sekolah Menengah Atas 
(SMU/SMA/SLTA) 

Pendidikan 

Menengah 

Program perluasan penge- 
tahuan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang pen- 
didikan tinggi 

Sarana pembelajaran lain 


Taman bacaan, Perpustaka- 
an umum 


Sumber: Diolah dari uraian dalam SN1 03-1733-2004. 


i 


i 



Prinsip dasar dari penyediaan ruang belajar adalah tersedianya 
ruang yang memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan, ke- 
terampilan, serta sikap secara optimal. Agar prinsip dasar tersebut ter- 
capai, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: 

a. Jumlah anak yang memerlukan fasilitas tersebut pada area 
perencanaan. 

b. Optimasi daya tampung dengan satu shift. 

c. Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar 
secara terpadu. 

d. Pemakaian sarana dan prasarana pendukung. 

e. Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat, terutama 
dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. 



Gambar 7.1. Sarana Pendidikan Dan Aktivitasnya 


Wujud dari sarana pendidikan dan pembelajaran adalah bangun- 
an serta lahan terbuka untuk aktivitas luar ruangan. Agar sarana pem- 
belajaran berfungsi optimal, maka penentuan jenis-jenis sarana pen- 
didikan yang perlu disediakan harus memperhatikan jumlah penduduk 
pendukungnya. Tabel 7.3. menjelaskan jenis-jenis sarana pendidikan 
yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk pendukungnya. 
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Tabel 7.3. Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan 


jenis Sarana 
Pendidikan 

jumlah Penduduk 
Pendukung 
(jiwa) 

Luas Lantai 
Minimum 

(m 2 ) 

Luas Lahan 
Minimum 
(m 2 ) 

Radius 

Penca- 

paian 

Taman 

Kanak-kanak 

1.250 

216 

500 

500 m 

Sekolah Dasar 

1.600 

633 

2.000 

1 .000 m 

SLTP 

4.800 

2.282 

9.000 

1 .000 m 

SLTA 

4.800 

3.835 

12.500 

3.000 m 

Taman Bacaan 

2.500 

72 

150 

1 .000 m 


Sumber: Diolah dari uraian dalam SNI 03-1733-2004. 

7.3 SARANA KESEHATAN 


Fungsi dari sarana kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan ke- 
sehatan bagi masyarakat. Terdapat 7 jenis sarana kesehatan yang harus 
dipenuhi untuk melayani kesehatan masyarakat, yaitu (SNI 03-1733- 
2004): 

a. Posyandu. 

Fungsi posyandu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan 
bagi anak-anak usia balita. 

b. Balai Pengobatan Warga. 

Fungsi balai pengobatan warga adalah untuk memberikan pe- 
layanan kesehatan bagi penduduk dengan titik berap penyembu- 
han tanpa perawatan, berobat, dan sewaktu-waktu untuk vaksi- 
nasi. 

c. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). 

Fungsi BKIA adalah untuk memberikan pelayanan bagi ibu-ibu 
baik sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan, serta melayani 
anak sampai dengan usia 6 tahun. 

d. Puskesmas dan Balai Pengobatan. 

Fungsi posyandu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan 
tingkat pertama bagi penduduk dalam penyembuhan penyakit, 
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selain melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 
penyakit di wilayah kerjanya. 

e. Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan. 

Fungsi posyandu adalah sebagai unit pelayanan pelaksanaan ke- 
giatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil. 

f. Tempat Praktek Dokter. 

Tempat praktek dokter berfungsi untuk memberikan pelayanan 
kesehatan secara individual, dan lebih dititikberatkan pada usaha 
penyembuhan tanpa perawatan. 

g. Apotek. 

Fungsi apotek adalah untuk melayani pengadaan obat-obatan bagi 
penduduk, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan. 



Sumber gambar: Informasi Kapuas (2010) 


Gambar 7.2. Puskesmas di Pedalaman: Desa Manusup Hilir, 
Kabupaten Kapuas 

Hampir sama dengan penyediaan sarana pendidikan, penye- 
diaan pelayanan sarana kesehatan juga diperhitungkan berdasarkan 
jumlah penduduk yang dilayani. Jenis-jenis sarana kesehatan yang per- 
lu disediakan dapat dilihat pada Tabel 7.4. 
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Tabel 7.4. Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan 


Jenis Sarana Pendidikan 

Jumlah 

Penduduk 

Pendukung 

(jiwa) 

Luas 

Lantai 

Minimum 

(m 2 ) 

Luas 

Lahan 

Minimum 

(m 2 ) 

Radius 

Penca- 

paian 

Posyandu 

1.250 

36 

60 

500 m 

Balai Pengobatan Warga 

2.500 

150 

300 

1 .000 m 

BKIA / Klinik Bersalin 

30.000 

1.500 

3.000 

4.000 m 

Puskesmas Pembantu 
& Balai Pengobatan 
Lingkungan 

30.000 

150 

300 

1 .500 m 

Puskesmas & Balai 
Pengobatan 

120.000 

420 

1.000 

3.000 m 

Tempat Praktek Dokter 

5.000 

18 

- 

1.500 m 

Apotek / Rumah Obat 

30.000 

120 

250 

1.500 m 


Sumber: Diolah dari uraian dalam SNI 03-1 733-2004. 


Kawasan permukiman tidak selalu berada di kota atau di wilayah- 
wilayah lain yang mudah dicapai. Sebagian masyarakat bermukim di 
wilayah-wilayah terpencil yang sukar dijangkau. Untuk melayani ma- 
syarakat yang bermukim di wilayah terpencil perlu disediakan sarana 
kesehatan yang dapat bergerak, yaitu puskesmas keliling. Dalam KBBI 
(kamusbesar.com) dijelaskan puskesmas keliling adalah puskesmas 
yang melayani masyarakat dengan mendatangi daerah tertentu untuk 
membantu penderita yang tidak dapat mengunjungi puskesmas induk 
atau puskesmas pembantu. Puskesmas keliling dapat menggunakan 
mobil atau kendaraan air, tergantung prasarana transportasi yang terse- 
dia. Contoh-contoh puskesmas keliling dapat dilihat pada Gambar 7.3. 


Sarana dan Fasilitas Lingkungan 7 f 



Sumber gambar: DPRD Kabupaten Sidoarjo; Bincang Sehat Sistem Kesehatan (2010) 


Gambar 7.3. Puskesmas Keliling Untuk Menjangkau Permukiman 

Terpencil 

7.4 SARANA PERIBADATAN 

Untuk memfasilitasi kehidupan rohani masyarakat, perlu tersedia 
fasilitas peribadatan yang cukup dan memadai di lingkungan per- 
mukiman dan perumahan. Penyediaan fasilitas peribadatan juga di- 
laksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan 
disesuaikan dengan keputusan masyarakat setempat. Pernyebaran 
jenis-jenis sarana peribadatan yang di suatu kawasan permukiman 
sangat tergantung kepada struktur penduduk setempat berdasarkan 
agama yang dianut. Dalam SNI 03-1733-2004, dijelaskan jenis-jenis 
sarana peribadatan yang perlu direncanakan, yaitu: 

a. Sarana peribadatan bagi pemeluk agama Islam 

Sarana peribadatan yang diperlukan bagi pemeluk agama Islam adalah 
musholla atau langgar dan masjid. Pola penyebaran musholla dan 
masjid direncanakan dengan memperhitungkan jumlah penduduk 
yang dilayani, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 7.5. 
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Tabel 7.5. Pedoman Umum Penyediaan Sarana Peribadatan Agama 

Islam 


Jenis 

Sarana Peribadatan 
Yang Dibutuhkan 

jumlah Penduduk 
Pendukung 
(jiwa) 

Luas Lantai 
Minimum 

(m 2 ) 

Luas Lahan 
Minimum 

(m 2 ) 

Musholla / Langgar 

250 

45 

100 

Masjid 

2.500 

300 

600 

Masjid Kelurahan 

30.000 

1.800 


Masjid Kecamatan 

120.000 




Sumber: Diolah dari uraian dalam SNI 03-1733-2004. 


b. Sarana peribadatan agama-agama lain 

Katolik mengikuti paroki. 

- Hindu mengikuti adat. 

- Budha dan Kristen mengikuti sistem kekerabatan dan hirarki 
lembaga. 



Gambar 7.4. Sarana Peribadatan Agama Islam: Musholla dan Masjid 

7.5. SARANA PERDAGANGAN DAN NIAGA 


Sarana perdagangan dan niaga berfungsi melayani dan menyediakan 
berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sarana perdagangan dan 
niaga merupakan bagian dari lingkungan yang berfungsi untuk me- 
layani kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sekaligus sebagai tempat 
bekerja. Terdapat empat macam jenis sarana perdagangan dan niaga, 
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yaitu: toko atau warung, pertokoan, pusat pertokoan dan pasar ling- 
kungan, pusat perbelanjaan dan niaga. 



Gambar 7.5. Sarana Perdagangan Dan Niaga: Warung, Pertokoan, 

Pasar 

Tabel 7.6. Standar Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga 


jenis Sarana 
Perdagangan & 
Niaga 

Jml 

Penduduk 

Pendukung 

(jiwa) 

Luas 

Lantai 

Minimum 

(m 2 ) 

Luas 

Lahan 

Minimum 

(m 2 ) 

Radius 

Pencapaian 

Toko atau warung 

250 

50 

100 

300 m 

Pertokoan 

6.000 

1.200 

3.000 

2.000 m 

Pusat Pertokoan & 
Pasar Lingkungan 

30.000 

13.500 

10.000 

- 

Pusat Perbelanjaan 
& Niaga 

(toko, pasar, bank, 
kantor) 

120.000 

36.000 

36.000 

- 


Sumber: Diolah dari uraian dalam SNI 03-1733-2004. 


Dalam SNI 03-1733-2004 dijelaskan bahwa fasilitas sarana 
perdagangan dan niaga ditempatkan dalam radius tertentu. Penempat- 
an fasilitas sarana perdagangan dan niaga disesuaikan dengan jang- 
kauan radius area layanannya. 
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7.6 SARANA KEBUDAYAAN DAN REKREASI 

Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan fasilitas berupa tempat 
dan bangunan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang berkenaan 
dengan kebudayaan dan kebutuhan rekreasi bagi penduduk. Jenis- 
jenis sarana kebudayaan dan rekreasi adalah: 

Balai warga atau balai pertemuan. 

Balai serbaguna. 

- Gedung pertemuan atau gedung serbaguna. 

Bioskop. 



Gambar 7.6. Contoh Sarana Kebudayaan Dan Rekreasi 

Pada sebagian kegiatan kebudayaan dan rekreasi, tempat dan 
bangunannya dapat juga sekaligus berfungsi sebagai sarana pemerin- 
tahan dan pelayanan umum. Standar kebutuhan sarana kebudayaan 
dan rekreasi dapat dilihat pada Tabel 7.7. 
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Tabel 7.7. Standar Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi 


jenis Sarana 
Perdagangan 
& Niaga 

Jumlah 

Penduduk 

Pendukung 

(jiwa) 

Luas 

Lantai 

Minimum 

(m 2 ) 

Luas 

Lahan 

Minimum 

(m 2 ) 

Lokasi / 
Lain-lain 

Balai warga / 
balai pertemuan 

2.500 

150 

300 

Di tengah kelom- 
pok tetangga 

Balai serbaguna 
/ balai karang 
taruna 

30.000 

250 

500 

Di pusat ling- 
kungan 

Gedung serba- 
guna 

120.000 

1.500 

3.000 

Dapat dijangkau 
dengan kendaraan 
umum 

Gedung bioskop 

120.000 

1.000 

2.000 

Terletak di jalan 
utama 

Dapat merupakan 
bagian dari pusat 
perbelanjaan 


Sumber: Diolah dari uraian dalam SNI 03-1733-2004, yang mengacu kepada SNI 03- 
1733-1989. 


7.7 SARANA RUANG TERBUKA, TAMAN DAN 
LAPANGAN OLAHRAGA 

Ruang terbuka adalah wadah yang dapat menampung kegiatan ter- 
tentu dari warga lingkungan baik secara individu atau kelompok. Ru- 
ang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang 
mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang 
rekreasi dalam lingkup urban (SNI 03-1733-1989). Kawasan permu- 
kiman memerlukan fasilitas-fasilitas yang bersifat terbuka berupa ru- 
ang terbuka, taman, dan lapangan olah raga. Dalam Undang-undang 
No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang dijelaskan jenis-jenis ruang ter- 
buka, yaitu: 

Ruang terbuka hijau. 

Ruang terbuka non hijau. 
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Gambar 7.7. Ruang Terbuka Hijau Berupa Taman Dibutuhkan di 

Permukiman 


Dalam rangka menjaga keseimbangan alam, ruang terbuka hi- 
jau merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ruang terbuka hijau 
adalah bagian dari permukaan bumi yang berfungsi sebagai tempat 
tumbuhnya tanaman. Tanaman pada ruang terbuka hijau dapat tum- 
buh secara alamiah, dan dapat secara sengaja ditanam. Ruang terbuka 
hijau juga berfungsi sebagai tempat penyerapan air. Ruang terbuka 
hijau terdiri dari macam, yaitu (UU No. 26/2007): 

Ruang terbuka hijau publik. 

Ruang terbuka hijau privat. 

Untuk kepentingan penduduk, fasilitas berupa sarana ruang ter- 
buka yang dimaksudkan adalah ruang terbuka publik. Ruang terbuka 
hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola 
oleh pemerintah daerah kota. Ruang terbuka hijau publik merupakan 
fasilitas yang disediakan dan dapat digunakan bagi kepentingan ma- 
syarakat secara umum. Ruang terbuka publik dapat berupa: 

Taman kota. 

- Taman pemakaman umum. 

- Jalur hijau di sepanjang jalan, sungai, dan pantai. 


Fasilitas lingkungan yang bersifat terbuka adalah: ruang terbuka, 
taman, dan lapangan olah raga. Selain taman dan lapangan olah raga 
terbuka, harus diseiakan jalur-jalur hijau. Jalur hijau dapat berada di 
tepi jalan, di tepi jalan kereta api, maupun kawasan terbuka yang di- 
tetapkan sebagai jalur hijau. Pada kasus tertentu, bantaran sungai juga 
dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, ruang interaksi sosial, ser- 
ta tempat berolah raga. 


Tabel 7.8. Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka , Taman, dan Lapangan 

Olah Raga 


Jenis Sarana 

jumlah 

Penduduk 

Pendukung 

(jiwa) 

Kebutuhan 

Luas 

Minimum 

(m 2 ) 

Radius 

Penca- 

paian 

Kriteria Lokasi 

Taman / Tem- 
pat bermain 

250 

250 

100 

Di tengah kelom- 
pok tetangga 

Taman / Tem- 
pat bermain 

2.500 

1.250 

1.000 

Di pusat kegiatan 
lingkungan 

Taman & La- 
pangan Olah 
Raga 

30.000 

9.000 

- 

Sedapat mungkin 
berkelompok 
dengan sarana pen- 
didikan 

Taman & La- 
pangan Olah 
Raga 

120.000 

24.000 

- 

Terdapat di jalan 
utama 

Sedapat mungkin 
berkelompok 
dengan sarana pen- 
didikan 

Jalur Hijau 

- 

- 

- 

Terletak menyebar 

Pemakaman 

Umum 

120.000 

- 

- 

Mempertimbang- 
kan radius penca- 
paian & area yang 
dilayani 


Sumber: Diolah dari uraian dalam SNI 03-1733-2004, yang bersumber dari SNI 03- 
1733-1989. 
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7.8 PENEMPATAN SARANA LINGKUNGAN 

Dalam menempatkan sarana dan fasilitas lingkungan, perlu dipertim- 
bangkan perletakan pada jarak yang dapat ditempuh dengan berjalan 
kaki. Penempatan sarana dan fasilitas lingkungan perlu mempertim- 
bangkan kenyamanan masyarakat untuk mencapaiya, khususnya pada 
sarana dan fasilitas yang sering diakses. Jarak dan waktu tempuh adalah 
aspek yang sangat penting dipertimbangkan dalam menentukan letak 
sarana dan fasilitas lingkungan. 

Dari aspek demografi, permukiman dihuni oleh penduduk yang 
beragam usianya. Manusia memiliki kemampuan fisik yang tidak sama 
untuk menempuh perjalanan dengan berjaan kaki. Faktor usia menen- 
tukan kemampuan manusia menempuh perjalanan dengan berjalan 
kaki. Umumnya, penghuni kawasan permukiman terbagi ke dalam 
beberapa kelompok usia, seperti tersaji dalam Tabel 7.9. 


Tabel 7.9. Penggolongan Masyarakat Berdasarkan Kelompok Usia 


Kategori Usia 

Rentang Usia 

Kelompok usia balita 

0-4 Tahun 

Kelompok usia anak 

4-12 Tahun 

Kelompok usia remaja 

13-18 Tahun 

Kelompok usia dewasa 

19- 59 Tahun 

Kelompok usia lanjut 

Di atas 59 Tahun 


Referensi: Diolah dari berbagai sumber. 


Berbedanya kemampuan manusia untuk melakukan perjalanan 
dengan berjalan kaki akan berpengaruh terhadap letak sarana fasili- 
tas dan lingkungan. Waktu dan jarak tempuh bagi pejalan kaki untuk 
mencapai sarana lingkungan perlu diatur sedemikian rupa agar tidak 
menimbulkan rasa lelah. Tabel 7.10. menunjukkan aspek jarak dan 
waktu tempuh mencapai sarana dan fasilitas lingkungan dengan ber- 
jalan kaki. 


Tabel 7.10. jarak dan Waktu Tempuh Mencapai Sarana dan Fasilitas 

Lingkungan 


Sarana/Faslitas Lingkungan 

Waktu Tempuh 

Jarak Tempuh 

jalan mobil ke rumah 

1 menit 

70 m 

Rumah ke toko 

3 menit 

210 m 

Rumah ke taman kanak-kanak 

5 menit 

350 m 

Rumah ke sekolah, tempat ibadah, 
stasiun/halte/kendaraan umum 

8 menit 

560 m 

Sekolah lanjutan, lapangan olah raga, 
bioskop, pasar, dan sebagainya 

18 menit 

1 .260 m 


Sumber: Frick, 1984. 


-ooOoo- 



| Bah 8 [- 

PERMUKIMAN 
DAN RISIKO BENCANA 



B encana merupakan peristiwa yang mengancam dan meng- 
ganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena me- 
nimbulkan berbagai kerusakan dan kerugian. Bencana dapat 
disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam. Bencana yang ter- 
jadi di wilayah permukiman akan membawa dampak lanjutan yang 
merugikan manusia. Suatu bencana dapat menyebabkan efek berantai 
(multiplier effect) berupa bencana lainnya. Contohnya, gempa bumi 
menyebabkan kerusakan jaringan listrik yang mengakibatkan bencana 
kebakaran. Jenis-jenis bencana yang mengancam kehidupan manusia 
dapat dilihat pada Tabel 8.1 . 
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Tabel 8.1. jenis jenis Bencana Yang Mengancam Kehidupan Manusia 


Jenis-jenis Bencana Faktor Penyebab 

Gempa bumi 
Letusan gunung berapi 

__ - — — Alam 

Tsunami 

Angin topan 

Kebakaran hutan 

Tanah lonesor 


Banjir 

Kekeringan 


Alam / Ulah manusia 



8.1 KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA 

Masyarakat yang terkena bencana adalah fihak yang paling dirugikan 
akibat terjadinya bencana. Besarnya kerugian akibat bencana sulit un- 
tuk diukur karena juga berdampak pada kerugian sosial. Jenis-jenis 
kerusakan dan kerugian yang sering terjadi akibat bencana dirangkum 
pada Tabel 8.2. 

Tabel 8.2. Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 


Kerusakan Alam 

Jenis Bencana Penyebab 

Kerusakan geologi (patahan dan retakan) 

Gempa bumi 

Longsor dan kerusakan lingkungan 

Gempa gumi; Hujan / Banjir 

Kerugian Harta Benda 

Bencana Penyebab 

Kerusakan / kehancuran bangunan 

Gempa bumi; Letusan gunung 

Kehilangan tempat tinggal 

berapi; Banjir; Kebakaran 
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U', 


Tabel 8.2. Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Lanjutan) 


Terganggunya sistem transportasi 

Terganggunya distribusi energi / listrik 
Terhambatnya produksi pertanian 

Merosotnya perekonomian masyarakat 

Penyakit / Penurunan Derajat Kesehatan 

Luka-luka 

Patah tulang 

Penyakit ISPA (dalam jangka panjang) 

Penyakit perut (diare, kolera) 

Penyakit kulit (gatal-gatal) 

Penyakit akibat radiasi 

Meninggal dunia 

Gangguan psikosomatik / psikologis 
Sumber: Diolah dari berbagai sumber. 


Gempa bumi; Letusan gunung 
berapi; Banjir; 

Gempa bumi; Letusan gunung 
berapi; Banjir; Kebakaran; Keke- 
ringan 

Bencana Penyebab 

Gempa bumi 

Letusan gunung berapi 

Banjir 

Kebocoran nuklir 

Semua jenis bencana 


Bencana merupakan peristiwa kejadiannya tidak terduga. Ter- 
jadinya bencana biasanya mengakibatkan kerusakan dan kehancuran 
fasilitas fisik, dan kerugian bagi masyarakat. Dalam menentukan lo- 
kasi permukiman dan perumahan, penting untuk memperhitungkan 
ancaman-ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Bencana da- 
pat terjadi sewaktu-waktu tanpa diduga sebelumnya. Bencana yang 
kerap terjadi dan mengancam permukiman adalah: gempa bumi, 
letusan gunung berapi, banjir, badai, kebakaran, kekeringan, gelom- 
bang besar dan tsunami. 

Gempa berasal gelombang seismik di dalam bumi yang yang di- 
rasakan sebagai getaran di permukaan tanah. Getaran gempa bersum- 
ber dari dalam bumi, dan disebut sebagai hiposenter. Adapun, titik pu- 
sat getaran di permukaan bumi disebut episenter (Nurfatimah, 201 1). 
Getaran akibat gempa dapat merusak dan meruntuhkan bangunan. 
Besar kekuatan gempa dan akibat yang ditimbulkan dapat dilihat pada 
Tabel 8.3. 
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Tabel 8.3. Kekuatan Gempa dan Akibat yang Ditimbulkan 


Kekuatan Gempa 
(dalam skala 
richter) 

Efek Gempa / Akibat Yang Ditimbulkan 

< 2.0 

Gempa kecil , tidak terasa 

2.0 -2.9 

Tidak terasa, namun terekam oleh alat 

3.0 -3.9 

Seringkali terasa, namun jarang menimbulkan keru- 
sakan 

4.0 -4.9 

Dapat diketahui dari bergetarnya perabot dalam ru- 
angan, suara gaduh bergetar. Kerusakan tidak terlalu 
signifikan. 

5.0- 5.9 

Dapat menyebabkan kerusakan besar pada bangunan 
pada area yang kecil. Umurnya kerusakan kecil pada 
bangunan yang didesain dengan baik 

6.0 -6.9 

Dapat merusak area hingga jarak sekitar 160 km 

7.0 - 7.9 

Dapat menyebabkan kerusakan serius dalam area lebih 
luas 

8.0 -8.9 

Dapat menyebabkan kerusakan serius hingga dalam 
area ratusan mil 

9.0 -9.9 

Menghancurkan area ribuan mil 

10.0- 10.9 

Terasa dan dapat menghancurkan sebuah benua 


Sumber: Diolah dari Wikipedia (201 3b): Skala Richter. 




Sumber gambar: Kompas.com (2013): Gempa Aceh 

Gambar 8.1. Kehancuran Permukiman Akibat Gempa Bumi 
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Letusan gunung berapi sering terjadi di tempat-tempat yang 
gunung berapinya masih aktif. Gunung Merapi di Jawa Tengah dan 
Gunung Semeru di Jawa Timur adalah contoh gunung berapi aktif di 
pulau Jawa. Pada saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan 
awan debu vulkanik. Debu vulkanik dalam jumlah banyak sangat 
membahayakan sistem pernafasan manusia. Pada tingkat gangguan 
yang ringan, penduduk dapat terkena penyakit batuk akibat iritasi 
saluran nafas. Penyakit ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) sering 
berjangkit di permukiman yang terkena debu vulkanik dalam jum- 
lah besar dengan waktu yang cukup lama. Efek jangka panjang yang 
sangat berbahaya adalah terjadinya penumpukan unsur silika yang 
berasal dari debu vulkanik yang terhirup pada saat bernafas. Letusan 
gunung berapi pada kekuatan tinggi dapat menyebabkan gempa yang 
mengakibatkan runtuhnya bangunan. Awan panas yang keluar dari 
kepundan gunung berapi akan mematikan seluruh mahluk hidup yang 
terkena. Lava pijar yang keluar dalam jumlah banyak akan menghan- 
curkan seluruh permukiman serta ladang pertanian dan peternakan. 
Tempat-tempat yang terkena lava pijar dan awan panas membutuhkan 
waktu yang cukup lama untuk dapat ditinggali kembali. Gambar 8.2. 
menggambarkan suasana permukiman yang hancur akibat letusan gu- 
nung berapi. 



Sumber gambar: Wisnubrata., dan Irene (kompas.com, 2010) 


Gambar 8.2. Letusan Gunung Berapi Menghacurkan Permukiman 
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Banjir sering terjadi pada musim hujan. Umumnya banjir terjadi 
pada saat hujan lebat akibat meluapnya air sungai serta tidak berfung- 
sinya sistem drainase. Selama banjir, banyak sumur-sumur dangkal 
yang terendam. Akibatnya sumber air bersih tercemar dan berisiko 
mengganggu kesehatan penduduk. Penggunaan air yang tercemar 
untuk makan, minum, mandi, cuci tangan, serta mencuci alat-alat 
makanan dan pakaian dapat memicu berbagai penyakit. Jenis-jenis 
penyakit yang mudah berjangkit akibat penggunaan air yang terce- 
mar adalah: diare, muntaber, gatal-gatal, dan leptospirosis. Penyakit- 
penyakit tersebut sering terjadi di tempat-tempat pengungsian dan per- 
mukiman yang baru saja selesai dilanda banjir. 



Sumber gambar: Gesita., dan Ana (kompas.com, 2013) 


Gambar 8.3. Banjir Di Permukiman - Warga Mengungsi 

Badai jenis adalah bencana yang diakibatkan oleh gerakan 
angin pada kecepatan yang sangat tinggi. Dalam situs belantara Indo- 
nesia. com dijelaskan macam-macam badai yang pernah terjadi di du- 
nia, yaitu: badai hujan, badai guntur, dan badai salju, dan badai topan. 
Badai adalah jenis bencana yang jarang terjadi di Indonesia. Kepulau- 
an Indonesia bukan daerah lintasan badai, namun ada kemungkinan 
pengaruh tidak langsung berupa gangguan cuaca ekstrim akibat badai 
di tempat lain. Negara-negara yang sering dilanda badai adalah Ameri- 
ka, Jepang, Australia, Filipina dan beberapa negara lainnya. Pengaruh 


tidak langsung akibat badai adalah angin kencang, gelombang tinggi, 
dan hujan lebat di daerah-daerah yang dekat dengan tempat terjadinya 
badai (PPMB-UPI). Tiupan angin kencang yang menerpa permukiman 
dapat mengakibatkan beberapa kerusakan pada rumah dan bangunan. 
Jenis-jenis -bentuk kerusakan yang paling umum adalah terlepasnya 
genting dan bahan penutup atap lainnya. Pada kasus angin puting be- 
liung, konstruksi penyangga atap yang kurang kokoh dapat terlepas 

* 

dari bangunan. 



Sumber gambar: Bere., dan Kistyarini (kompas.com, 2013) 


Gambar 8.4. Kerusakan Rumah Akibat Angin Puting Beliung 

Kebakaran sering terjadi di permukiman yang tidak teratur dan 
tidak terencana dengan baik. Terjadinya kebakaran selalu berawal dari 
adanya api yang menjalar dan tidak terkendali. Api penyebab kebakar- 
an dapat berasal dari hubungan pendek listrik, api kompor, puntung 
rokok yang menyala, lilin dan lampu minyak yang menyala. Bencana 
kebakaran yang tidak terkendali dapat membakar dan menghabiskan 
suatu permukiman dengan cepat. Permukiman-permukiman kumuh 
yang dibangun dari bahan-bahan bekas dan mudah terbakar merupa- 
kan memiliki tingkat ancaman yang sangat besar terhadap terjadinya 
kebakaran. Sempit dan tidak teraturnya pola sirkulasi dan jalan peng- 
hubung antar unit hunian meyebabkan sulitnya upaya pemadaman 
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api. Bahaya lain dari terjadinya kebakaran adalah tebalnya asap yang 
menyertai terjadinya kebakaran. Asap tebal mempersulit gerakan regu 
pemadam kebakaran untuk menemukan sumber api. Pekatnya asap 
kebakaran dan kurangnya oksigen sangat membahayakan sistem per- 
nafasan dan jiwa manusia. 



Sumber gambar: Rohmah, dan Ervan (kompas.com, 2013) 


Gambar 8.5. Penduduk Berusaha Memadamkan Kebakaran Di 

Permukiman 

Bencana kekeringan erat kaitannya dengan kelangsungan hidup 
bidang pertanian dan peternakan. Permukiman yang berada di daerah- 
daerah tandus umumnya rawan terhadap ancaman kekeringan. Bebe- 
rapa daerah di Jawa bagian selatan, seperti Gunung Kidul, Wonogiri, 
dan Pacitan, merupakan lokasi permukiman yang rawan terhadap ter- 
jadinya kekeringan. Penduduk di wilayah ini sering mengalami ke- 
sulitan mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau. Kekeringan 
terjadi akibat kurangnya curah hujan, sehingga persediaan air di da- 
lam tanah menipis. Berkurangnya hutan dan ruang terbuka hijau me- 
nyebabkan penurunan daya serap tanah terhadap curahan air hujan. 
Terhentinya pasokan air akibat pengeringan sungai dan danau pada 
musim kemarau dapat dicegah dengan menjaga kelestarian wilayah 
resapan di daerah hulu. Penduduk di daerah-daerah permukiman yang 
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dilanda kekeringan akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk ke- 
butuhan sehari-hari. Di lokasi-lokasi permukiman yang kekurangan 
pasokan air bersih, sangat berisiko terjadi penyakit-penyakit kulit dan 
sistem pencernaan. Akibat kekeringan, masyarakat harus mencari air 
di tempat-tempat yang berada jauh dari permukiman mereka. Gam- 
bar 8.5. menggambarkan cara masyarakat pedesaan mencari dan me- 
ngumpulkan air pada saat terjadi kekeringan. 



Sumber gambar: Abriyan., dan Rini (solopos.com 2012) 


Gambar 8.6. Masyarakat Mencari Air Pada Saat Terjadi Kekeringan 

Terjangan gelombang laut dan tsunami adalah jenis bencana 
alam yang mengancam permukiman di tepi pantai. Permukiman ne- 
layan umumnya rentan terhadap terjangan gelombang besar. Berkait- 
an dengan pekerjaan mencari ikan di laut, permukiman nelayan selalu 
berada di tepi pantai dan berbatasan langsung dengan laut. Terjangan 
gelombang besar dari laut biasanya disertai dengan tiupan angin ken- 
cang. Akibatnya rumah-rumah yang kurang kokoh dan dibangun di 
tepi pantai akan mudah mengalami kerusakan. Air laut yang mema- 
suki permukiman akan menggenangi rumah-rumah dan mencemari 
sumber air bersih. 
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Gambar 8.7. Peta Wilayah-wilayah Rawan Tsunami Di Indonesia 

Tsunami merupakan bencana akibat terjadinya gelombang laut 
yang sangat besar. Walaupun tidak sering terjadi di Indonesia, ancam- 
an bencana tsunami tetap harus diwaspadai. Permukiman tepi pantai 
yang rawan terhadap ancaman tsunami adalah yang berada di wilayah 
sekitar pusat gempa, khususnya gempa tektonik di bawah laut. Gempa 
tektonik di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya penurunan tanah 
di dasar laut. Penurunan permukaan tanah di dasar laut dapat memicu 
terjadinya gelombang besar yang lebih tinggi daripada bangunan dan 
pohon kelapa. Akibatnya, permukiman yangtekena tsunami akan han- 
cur seketika. 

8.2 PERMUKIMAN YANG TANGGAP TERHADAP 
RISIKO BENCANA 

Penyelamatan penduduk terhadap bencana merupakan aspek yang 
sangat penting untuk diperhatikan pada permukiman yang dilanda 
bencana. Bencana-bencana seperti: gempa bumi, letusan gunung 
berapi, banjir, badai, kebakaran, serta gelombang besar dan tsuna- 
mi, dapat menyebabkan kerusakan dan menelan korban jiwa. Untuk 
menghindar dari kerugian akibat bencana alam, permukiman sebaik- 
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nya dibangun pada lokasi-lokasi yang jauh dari sumber-sumber ben- 
cana. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa manusia tidak se- 
lalu bisa membangun permukiman yang jauh dari sumber bencana. 



Gambar 8.8. Permukiman di Tebing Sungai yang Hampir Runtuh 

Kehancuran permukiman akbat tanah longsor sering terjadi di 
tempat-tempat yang berada di tepi tebing-tebing tinggi dan terjal. Per- 
mukiman pada daerah tebing-tebing terjal sering ditemui di wilayah 
perbukitan dan tepian sungai. Permukiman yang dibangun di bawah 
tebing dapat tertimpa runtuhan tanah. Permukiman yang di bangun 
di atas lereng terjal dapat mangalami kehancuran akibat bergesernya 
tanah lahan permukiman. Namun penduduk sering kali tidak menya- 
dari bahaya tersebut. 

Terkait dengan mata pencaharian, mau tidak mau masyarakat 
harus bermukim di lokasi-lokasi yang dekat dengan tempat pekerjaan- 
nya. Misalnya nelayan, mereka harus tetap bermukim di tepi pantai, 
walaupun berada di pantai yang sering disapu ombak besar. Demikian 
pula petani dan peternak, mereka harus bermukim di pegunungan, 
walaupun berada di dekat kawah gunung berapi. Demikian pula pen- 
duduk perkotaan, beberapa kota besar di Indonesia berada di tempat- 
tempat yang tidak terlalu jauh dari sumber bencana. Kota Yogyakarta 
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misalnya, terletak tidak jauh dari Gunung Merapi. Akibatnya pada 
saat terjadi letusan besar, seluruh kota akan dilanda hujan abu dalam 
intensitas yang tinggi. Oleh karena itu, merencanakan kawasan per- 
mukiman dan kota yang tanggap terhadap bencana alam merupakan 
tantangan besar bagi pengelola kota bersama masyarakat. 

Bencana kebakaran selalu disebabkan oleh penjalaran api yang 
tidak terkendali. Timbulnya api penyebab kebakaran umumnya lebih 
disebabkan oleh kelalaian manusia, baik secara langsung maupun ti- 
dak langsung. Api kebakaran sangat mudah menjalar di permukiman 
kumuh, karena rumah-rumahnya dibangun dari bahan-bahan yang 
mudah terbakar. Terlalu rapatnya jarak antar hunian serta tidak ter- 
strukturnya sistem sirkulasi di permukiman kumuh mempersulit usaha 
pemadaman api. Tidak tersedianya sumber air dalam jumlah cukup 
juga menghambat tindakan pemadaman api. Kebakaran tidak hanya 
terjadi di permukiman kumuh. Di perumahan-perumahan, di perto- 
koan yang terstuktur dengan baik sekalipun masih sering terjadinya 
kebakaran. Sumber api penyebab pekebakaran umumnya berasal dari: 
hubungan pendek arus listrik, api kompor yang meledak, api lampu 
minyak atau lilin yang terguling, dan puntung rokok yang masih me- 
nyala. Untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran dan memperce- 
pat tindakan penyelamatan, perlu diperhatikan langkah-langkah seba- 
gai berikut: 

- Pemasangan instalasi listrik mengikuti standar keamanan jaringan 
listrik. 

- Penggunaan kompor, lampu minyak dan lilin harus selalu diawasi. 

- Menghindari membuang puntung rokok yang masih menyala, 
terutama di sekitar bahan-bahan yang mudah terbakar. 

- Menghindari pembakaran sampah di lingkungan permukiman. 

- Mengurangi penggunaan bahan bangunan yang mudah terbakar, 
terutama di lingkungan permukiman yang padat. 
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Penataan jalur sirkulasi untuk mempermudah gerakan dari satu 
tempat ke tempat lainnya, khususnya di lingkungan kumuh dan 
padat. 

- Perlu disediakan instalasi air PAM yang dilengkapi dengan fasilitas 
fire hydrant di setiap permukiman. 

-00O00- 


DAFTAR PUSTAKA 


Abidin, Handa S. Peneliti Hukum: K - Kampung. Ditulis pada 22 
Oktober 2012. Online di: http://penelitihukum.org/tag/ definisi* 
kampung/; Diakses pada: 8 April, 2013. 

Abriyan, Ayu., dan Rini Yustiningsih (solopos.com, 2012). Kekerin- 
gan, Warga jual Ternak. Artikel solopos.com: Solo Raya, Min- 
ggu, 30 September 2012, 22:43 wib. Online di: http://www.so- 
lopos.com/2012/09/30/kekeringan-warga-jual-ternak-334606; 
Diakses pada 19 April 2014. 

Achmad, Mdhmud, 201 1. Buku Ajar Hidrologi Teknik. Program Hibah 
Penulisan Buku Ajar Tahun 2011 Universitas Hasanuddin. On- 
line di: http://www.unhas.ac.id/lkpp/tani/ Mahmud%20Ahmad. 
pdf; Diakses pada 1 7 April 2014. 

Adisty, Lariza Oky. Banjir Lagi, Warga Kampung Pulo Tetap Beraktivi- 
tas. Artikel di Kompas.com Selasa, 5 Maret 201 3. Online di: http:// 
megapolitan. kompas. com/read/201 3/03/ 05/1 2185433/Banjir. 
Lagi.Warga.Kp.Pu!o.Tetap.Beraktivitas?utm_source = WP&utm_ 
medium = Ktpidx&utm_campaign = ; Diakses pada: 27 Mei 
2013. 



98 Perencanaan Kawasan Permukiman 

Adoe, Trisinamus Hanry Rinandus, 2008. Pengendalian Pemanfaa- 
tan Air Bawah Tanah Di Kota Kupang. Tesis Program Pasca- 
sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Uni- 
versitas Diponegoro, Semarang. Online di: http://eprints. undip. 
ac.id/1 8046/1 ATRISIANUS_ HANRY_RINANDUS_ADOE.pdf; 
Diakses pada: 8 Mei 2013. 

Agusta, Ivanovich, 2006. Realisme Sosiologi Pembangunan Desa: 
Membaca Paradigma dan Teori Sajogyo. Makalah dalam Diskus 
Naskah Pra Cetak Buku Dr. Sajogo 'Ekososiologi Deideologisasi 
Teori, Restukturisasi Aksi Petani dan Perdesaan Sebagai Kasus 
Uji. 

Artikata.com: kampung. Online di: http://www.artikata.com/arti- 
332746-kampung.html; Diakses pada: 10 April 2013. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2008. Peraturan 
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 
2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan 
Bencana. Online di: http://www. bnpb.go.id/uploads/pubs/51 . 
pdf; Diakses pada: 5 Mei 2013. 

Badan Pusat Statistik, 2013. Proyeksi Penduduk 2000-2025. On- 
line di: http://www.datastatistik-indonesia.com/proyeksi/index. 
php?option = com_content&task = view&id = 91 9&ltemid = 934; 
Diakses pada: 30 Januari 2013. 

Badan Pusat Statistik, 2010. Sensus Penduduk 2010. Online di: http:// 
sp2010.bps. go.id/; Diakses pada: 3 April 2012. 

Bahri, Samsul, 2005. Rumah Susun Sebagai Bentuk Budaya Bermu- 
kim Masyarakat Modern. Jurnal Sistem Teknik Industri Volume 
6, No. 3 Juli 2005. Online di: http:// repository.usu.ac.id/bit- 
stream/1 23456789/1 5885/1/sti-jul 2005-%20%281 6%29.pdf; 

Diakses pada: 30 November 2012. 


Daftar Pustaka 99 

Bappenas, 201 Oa. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Mile- 
nium Indonesia 2010. Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAP- 
PENAS). 

Bappenas, 201 Ob. Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Milenium Di Indonesia. Kementerian Perenca- 
naan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangu- 
nan Nasional (BAPPENAS). 

Bappenas, BPS, UNFPA, 2005. Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 - 
2025 (Jakarta, Agustus 2005). Online di: http://www.datastatis- 
tik-indonesia.com/proyeksi/index. php?option = comcontent&t 
ask = view&id = 923&ltemid = 939; Diakses pada: 29 April 2014. 

Bere, Sigiranus Marutho, dan Kistyarini (kompas.com, 2013). Puting 
Beliung Hancurkan 28 Rumah di Kefamenanu. Artikel kompas, 
com Regional, Selasa, 19 November 2013, 09:44 wib. Online 
di: http://regional.kompas.com/read/ 2013/11/19/0944098/ 
Puting. Beliung.Hancurkan. 28. Rumah.di. Kefamenanu; Diakses 
pada 19 April 2014. 

Berita Plasa MSN, 2014. Mantan Pejabat Kemenpera Tersangka Ka- 
sus Korupsi CLA Karanganyar. Artikel Berita Tribun News Sab- 
tu 15 Mar 2014, 18:00:24 GMT. Online di: http://berita. plasa. 
msn.com/nasional/tribunnews/mantan-pejabat-kemenpera-ter- 
sangka-kasus-korupsi-gla-karanganyar-1; Diakses pada 21 April 
2014. 

Bincang Sehat Sistem Kesehatan, 2010. Berkenalan Dengan Puskes- 
mas. Artikel Minggu, 21 November 2010. Online di: http://bin- 
cangsehatsistemkesehatan.blogspot.com/201 0/1 1/berkenalan- 
dengan-puskesmas.html; Diakses pada: 19 April 2014. 

Brosur Septic Tank Biotech. Septic Tank Biotech BT - Series. Online 
di: http://septictankbiotech.com/wp-content/uploads/ 2011/04/ 
brosur-biotech-septic-tank.jpg; Diakses pada 21 April 2014. 


100 Perencanaan Kawasan Permukiman 

BNPB, 2010. Peta Kejadian Bencana Kekeringan Di Indonesia Ta- 
hun 1979 - 2009. Online di: http://geospasial.bnpb.go.id 
/2010/09/23/peta-kejadian-bencana-kekeringan-di-indones ia- 
tahun-1 979-2009/; Diakses pada: 28 Mei 2013. 

Brosur Pameran Perumahan (2014). Paradise Resort, Progress Group; 
Santorini Residence, Sentul City; Sentul Tower, Sentul City; Di- 
bagikan dalam pameran perumahan di Pondok Indah Mali, Ja- 
karta; Pada 18 April 2014. 

Budi, Setyo, 2009. Lintasan Sejarah Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman di Indonesia. Online di: http://ikmstikes. blogspot. 
com/2009/1 1/lintas-sejarah-perumahan-pemukiman.html; Diak- 
ses pada: 30 januari 2013. 

Christiawan, Putu Indra. Ceografi Permukiman: Pengantar Konseptual 
Ruang Lingkup Klasifikasi Tipologi Bentuk dan Pola Sebaran 
Permukiman Berkelanjutan. Universitas Pendidikan Ganesha. 
Online di: http://www.scribd.com/ doc/591 26924/geo-permu- 
kiman# download; Diakses pada: 8 Agustus 2012. 

Dardak, Hermanto, 2006. Perencanaan Tata Ruang Bervisi Lingkungan 
Sebagai Upaya Mewujudkan Ruang Yang Nyaman , Produktif, 
dan Berkelanjutan. Makalah yang disampaikan dalam Lokaka- 
rya Revitalisasi Tata Ruang Dalam Rangka Pengendalian Ben- 
cana Longsor Dan Banjir, Direktorat Jenderal Penataan Ruang 
Departemen Pekerjaan Umum, Yogyakarta, 28 Februari 2006. 

Departemen Kesehatan, 2010. Manajemen Bencana. Online di: 
http://www.pusdiklat-aparaturkes.net/Downloads/Diklat% 
20Kepemimpinan/Pelatihan%20PKP%20Kepala%20Dinkes/ 
MODUL. 4%20PKP%20KADINKES/B.%20Manajemen%20 
Bencana/Pokok%20Bahasan%201 %20Prinsip-prinsip%20Ben- 
cana/File%20materi/pb.%201 %204b_manajemen%20benca- 
na_prinsip-prinsip%20bencana.pdf; Diakses pada: 6 Mei 2013. 


Daftar Pustaka 101 

Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah, 2000. Petunjuk 
Teknis Perencanaan Tapak Dalam Penyelenggaraan Peruma- 
han Bertumpu Pada Kelompok (P 2 B PK). Online di: http://www. 
pip2bdiy.org/nspm/data/Pt%20T-23-2002-C.pdf; Diakses pada 
25 April 2014. 

Ditjen Cipta Karya, 2007. Buku Panduan Pengembangan Permukiman 
RPIJM, 1 7/09/2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya De- 
partemen Pekerjaan Umum. 

DPRD Kabupaten Sidoarjo. Aktifkan 39 Puskel Layani Daerah Terpen- 
cil. Online di: http://dprd-sidoarjokab.go.id/aktifkan -39-puskel- 
layani-daerah-terpencil.html; Diakses pada 19 April 2014. 

Indrizal, Edi. Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di In- 
donesia. Online di: http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps /Ediln- 
drizal/M3.pdf; Diakses pada: 1 Mei 2013. 

Frick, Heinz, 1984. Rumah Sederhana. Kanisius, Yogyakarta. 

Gesita, Norma., dan Ana Shofiana Syatiri (kompas.com, 2013). Na- 
sib Dua Perahu Karet Hibah PMI untuk Kampung Pulo. Ar- 
tikel kompas.com. Senin, 20 Mei 2013, 13:53 wib. Online 
di: http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read / 

xml/201 3/05/20/1 3534564/Nasib.Dua. Perahu. Karet.Hibah. 
PMI.untuk.Kampung.Pulo; Diakses pada 19 April 2014. 

Cusmaini, 2010. Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh: Stu- 
di Kasus Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Skripsi: Pro- 
gram Studi Manajemen Sumberdaya Lahan Departemen Ilmu 
Tanah Dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Institut Per- 
tanian Bogor. Online di: http://repository.ipb. ac.id/bitstream/ 
handle/ 1 23456789/27368/Bab%20ll%20Tinpus%20A1 Ogus-4. 
pdf?sequence = 7; Diakses pada: 27 Maret 2013. 

Grigg, S. Neil, 1988. Infrastucture Engineering and Management. John 
Willey & Sons, New York. 


Perencanaan Kawasan Permukiman 


Daftar Pustaka 


103 


W 2 


Hadi, Sudarto P, 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangu- 
nan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

Handayani, Maulina, 2010. Nasib Sampah di Jepang. Online di: http:// 
sosbud, kompasiana.com/201 0/01/27/nasib-sampah-di-jepang/; 
Diakses pada: 2 Juli 2012. 

Hariyanto, Asep. Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upa- 
ya Menciptakan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang 
Sehat - Contoh Kasus: Kota Pangkal Pinang. Jurnal PWK Unis- 
ba. Online di: http://puslit2.petra. ac.id/ejournal/index.php/ 
pwk/article/download/1 7761/1 7725; Diakses pada: 1 mei 2013. 

Haryadi, Didi, 2007. Penyiapan NSPM Rumah Sewa, Maisoneete, 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Penghunian. 
Workshop Kementerian Perumahan Rakyat, 3 Desember 2007. 
Online di: http://didiharyadi.wordpress .com/2009/01/08/mai- 
sonette/; Diakses pada: 30 Januari 201 3. 

Herdiawan, Junanto, 2012. Rahasia Sukses Mengolah Sampah di 
Jepang - Part2. Artikel dikirim pada 30 April 2012. Online di: 
http://junantoherdiawan.com/2012/04/30/rahasia-sukses-peng- 
olahan-sampah-di-jepang-part-2/; Diakses pada: 19 April 2014. 

Informasi Kapuas, 2010. Puskesmas Pembantu Manusup. Online di: 
http://www.kapuas.info/201 0_06_28_archive.html; Diakses 
pada 19 April 2014. 

International Year of Shelter for the Homeless. Artikel di wikipedia. 
org. Online di: http://en.wikipedia.org/wiki/ lnternational_Year_ 
of_Shelter_for_the_Home!ess; Diakses pada: 29 April 2014. 

Joewono, Benny N., Kompas.com, 2009. Bencana Kekeringan 
Itu Melanda 29 Desa. Artikel di Kompas.com, Kamis, 10 Se- 
ptember 2009. Online di: http://sains.kompas.com/read/ 
2009/09/10/0931 1 84/bencana.kekeringan.itu.melanda.29. 
desa; Diakses pada: 28 Mei 201 3. 


Wahyudi, Johan, 2010. Filosofi Sebuah Rumah. Online di: http://filsa- 
fat.kompasiana.com/201 0/06/1 8/'filosofi-sebuah-rumah/; Diak- 
ses pada: 9 Agustus 2012. 

Kampanye Dunia Untuk Hak Asasi Manusia. Hak Atas Perumahan 
Yang Layak, Lembar Fakta No. 21. Online di: pusham. uii.ac.id/ 
files.php?type = data&lang=id&id = 11; Diakses pada: 30 Juli 

2012. 

Kasjono, Heru Subaris (editor), 2011. Penyehatan Permukiman. Go- 
syen Publishing, Yogyakarta. 

Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 403/ 
KPTS/M/2002, Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah 
Sederhana Sehat. 

Kompas.com (2011). Jumlah Penduduk Indonesia 259 Juta. Online 
di: http://nasional.kompas.com/read/2011/09/19/105949 11/ 
Jumlah. Penduduk.lndonesia.259.Juta; Diakses pada 30 Januari 

2013. 

Kompas.com (2013). Penyakit Akibat Banjir Mengintai. Jumat, 
18 Januari 2013. Online di: http://health.kompas.com/read/ 
2013/01/18/08481227/; Diakses pada: 27 Mei 2013. 

Kompas.com (2013): Gempa Aceh. Amblas akibat Cempa, Tiga Desa 
di Aceh Direlokasi. Artikel kompas.com Topik Pilihan, Kamis, 
11 Juli 2013, 23:20 WIB. Online di: http://lipsus.kompas.com/ 
topikpilihanlist/1 760/1 /Gempa. Aceh; Diakses pada 19 April 

2014. 

Luhur, Bestari (kompas.com, 2012). Di Bawah Bayang-bayang Tsu- 
nami. Infografis Kompas.com, 5 Juni 2012. Online di: http: // 
blogger-west-java.appspot.com/infografis.kompas. com/read/ 
201 2/06/05/200829/Di. Bawah. Bayang-bayang. Tsunami; Diak- 
ses pada: 28 Mei 2013. 


104 


Perencanaan Kawasan Permukiman 


Daftar Pustaka 


to r > 


Malang Raya, 2012. Arsip Berita dan Informasi Regional. Karyawan 
Bisa Beli Rumah 70 juta-an, Angsuran Mulai 500ribu-an. Artikel 
2 Mei 2012. Online di: http://malangraya.web.id/ 2012/05/02/ 
karyawan-bisa-beli-rumah-70-juta-an-angsuran-mulai-500ribu- 
an/; Diakses pada 20 April 2014. 

Mirsa, Rinaldi, 2012. Elemen Tara Ruang Kota. Graha Ilmu, Yogya- 
karta. 

Murdiyanto, Eko, 2008. Sosiologi Perdesaan. Edisi I. Wimaya Press, 
Yogyakarta. Online di: http://repository.upnyk.ac.id/ 3244/ 1/ 
Buku_Sosperd-Eko_Murdiyanto.pdf; Diakese pada: 1 mei 2013. 

Muthmainna, 2012. Pola Permukiman Desa Dan Kota Di Indonesia 
- Rural and Urban Setlements. Makalah pada Program Pascasa- 
rjana Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang, 2012. 
Online di: http://www.scribd.com/doc/ 88264097/Pola-Pemu- 
kiman-Desa-Dan-Kota-Di-Indonesia; Diakses pada: 25 Maret 
2013. 

Nugraha, Irwan (kompas.com, 2013). Angin Putting Beliung Ter- 
jang 40 Rumah Di Tasik. Artikel di Kompas.com, Senin, 21 
Januari 2013. Online di: http://internasional. kompas, com/ 
read/201 3/01/21/1 0224241/Angin. Puting. Beliung.Terjang. 40. 
Rumah.di. Tasik; Diakses pada: 27 Mei 2013. 

Nurfatimah, Cici, 2011. Perencanaan Lanskap Permukiman Untuk 
Mitigasi Bencana Cempa Bumi Kecamatan Pangalengan Kabu- 
paten Bandung. Departemen Arsitektur Lanskap Institut Perta- 
nian Bogor. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, 2009. Peraturan Bupati Ban- 
dung Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Rencana Strategis Bisnis 
Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung. On- 
line di: www.bandungkab.go.id/.../PERBUP_ N0.46TTGRSB- 
SOR_.pdf/; Diakses pada: 10 Juni 2012. 


Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1077/ MENKES/ 
PER/V/201 1 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang 
Rumah. 

Perbedaan Dan Ciri Desa Dengan Kota. Online di: http://endes dah- 
lan.staff.ipb.ac.id/fi les/201 1/04/Perbedaan-dan-ciri-Desa-de- 
ngan-Kota.pdf; Diakses pada: 30 April 2013. 

Pramumijoyo, Subagyo, 2010. Macam-macam 'Ceohazard. Materi 
presentasi Laboratorium Geologi Dinamik, Jurusan Teknik Ge- 
ologi FT UGM. 

Prasetya, Lukas Adi (kompas.com, 2009). Mekanisme Bantuan Dana 
Mengadopsi Cempa Yogyakarta. Artikel di Kompas.com, Ju- 
mat, 4 September 2009. Online di: http://nasional.kompas. 
com/read/2009/09/04/1 91 6087/Mekanisme. Bantuan. Dana. 
Mengadopsi.Gempa.Yogyakarta?utm_source = WP&utm 
medium = Ktpidx&utm_campaign = ; Diakses pada: 27 Mei, 
2013. 

Puslitbang Permukiman, 2009a. Maisonet. Online di: http:// puskim. 
pu.go.id/produk-litbang/teknologi-terapan/maisonet; Diakses 
pada: 22 Mei 2014. 

Puslitbang Permukiman, 2009b. Maisonet dengan LVL. Online di: 
http://puskim.pu.go.id/produk-litbang/teknologi-terapan/ mai- 
sonet-dengan-lvl; Diakses pada: 22 Mei 2014. 

Raf, Nuvida, 2011. Kumpulan Bahan Bacaan Sosiologi Pedesaan. Pro- 
gram Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni- 
versitas Hasanuddin. 

Rohmah, Alfiyyatur., dan Ervan Hardoko (kompas.com, 2013). Ce- 
gah Kebakaran , Tambora Celar Razia Listrik. Artikel kompas, 
com Female, Rabu, 27 Maret 2013, 18:45 wib. Kompas Ima- 
ges: Vitalis Yogi Trisna. Online di: http://female.kompas.com/ 
read/201 3/03/27/1 8455979/Cegah. Kebakaran.Tambora.Gelar. 
Razia.Listrik; Diakses pada 19 April 2014. 


J 06 Perencanaan Kawasan Permukiman 

Republika Online, 2013. Indonesia Kekurangan 400 Ribu Unit Ru- 
mah Per Tahun. Online di: http://www.republika.co.id/ berita/ 
ekonomi/makro/1 3/02/07/mhtbbi-indonesia-kekura ngan-400- 
ribu-unit-rumah-per-tahun; Diakses pada: 7 Februari 2013. 

Rohmah, Alfiyyatur (kompas.com, 2013). Cegah Kebakaran, Tambo- 
ra Gelar Razia Listrik. Artikel di Kompas.com, Rabu, 27 Maret 
2013, 18:45 wib. Kompas Images: Vitalis Yogi Trisna. Online 
di: http://female.kompas.com/read/2013/03/27/18455979/; Di- 
akses pada 19 April 2014. 

Samsirina, Heru W. Poerbo., dan Syahyudesrina, 2008. Perencanaan 
Permukiman Kota Pasca Bencana dalam Mewujudkan Kota Tro- 
pis. Makalah dalam Seminar Nasional Peran Arsitektur Perko- 
taan dalam Mewujudkan Kota Tropis, Universitas Diponegoro, 
Semarang, 6 Agustus 2008. Online di: http://www.ar.itb.ac.id/ 
wdp/wp-content/upload s/2008/09/samsi heru_syahyu_semna- 
sarsundip2008.pdf; Diakses pada: 23 Mei 2013. 

Sastra M, Suparno., dan Endy Marlina, 2006. Perencanaan Dan 
Pengembangan Perumahan. Andi, Yogyakarta. 

Setiawan, Frans Agung (kompas.com, 2009). Gempa Padang Le- 
bih Dahsyat dari Gempa Yogyakarta. Artikel di Kompas, 
com , Kamis, 1 Oktober 2009. Online di: http://regional.kom- 
pas. com/read/2009/1 0/01/1 541 3471/Gempa. Padang.Lebih. 
Dahsyat.dari. Gempa. Yogyakarta? utmsource = WP&utm_ 
medium = Ktpidx&utm_campaign = ; Diakses pada: 27 Mei 
2013. 

Setijaningrum, Erni. Pengembangan Model Pemberdayaan Masyara- 
kat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan, jur- 
nal Masyarakat Kebudayaan dan Politik - Tahun 25, Nomor 2: 
117-127. Online di: http://journal. unair.ac.id/filerPDF/04%20 
erna%20Kemiskinan%20Perkotaan%20revisi.pdf; Diakses pa- 
da: 30 April 2013. 


Daftar Pustaka w/ 

Sihombing, Antony, 2004. The Tranformation of Kampungkota: Sym- 
biosys Between Kampung And Kota, A Case Study from jakarta. 
Department of Architecture, University of Indonesia. Online di: 
http://www.housingauthority.gov.hk/ hdw/ihc/pdf/phhkt.pdf; 
Diakses pada: 10 April 2013. 

SNI 03-1 733-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Peruma- 

han Di Perkotaan. Online di: http://www4ju.g0.id/ satminkal/ 
balitbang/sni/buat%20web/RSNI%20CD/ABSTRAKS/Cipta%20 
Karya/PE RUMAH AN/TATA7o20CARA/SNI%2003-l 733-2004.. 
pdf; Diakses pada 25 April 2014. 

SNI 03-6981-2004: Tata Cara Perencanaan Lingkungan Peruma- 

han Sederhana Tidak Bersusun Di Daerah Perkotaan. Onli- 
ne di: http://www.pu.go.id/satminkal/ balitbang/sni/buat%20 
web/RSNI%20CD/ABSTRAKS/Cipta%20Karya/PERUMAHAN/ 
TATA%20CARA/SN l%2003-6981-2004.pdf; Diakses pada 25 
April 2014. 

SNI 03-7013-2004: Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan 

Rumah Susun Sederhana. Online di: http://www.pip2bdiy. org/ 
nspm/data/SNI%2003-701 3-2004.pdf; Diakses pada 25 April 
2014. 

SNI 03-2845-1992: Tata Cara Perencanaan Rumah Susun Modular. 
Online di: https://wiki.uii.ac.id/images/7/74/SNI_03-2845- 
1992, _Tata_Cara_Perencanaan_Rumah_Susun_Modular.pdf; 

Diakses pada 25 April 2014. 

SNI 03-2846-1992: Tata Cara Perencanaan Kepadatan Bangunan 

Lingkungan Rumah Susun Hunian. Online di: https://wiki. uii. 
ac.id/images/2/22/SNI_03-2846-1 992%2C_Tata_Cara_ Peren- 

canaan_Kepadatan_Bangunan_Lingkungan%2C_Bangunan_Ru- 

mah_Susun_Hunian.pdf; Diakses pada 25 April 2014. 

Sulistyawati, 201 1 . Arsitektur Dan Permukiman Kelompok Sosial Ter- 
pinggirkan Di Kota Denpasar - Perspektif Kebudayaan Kemis- 


108 


Daftar Pustaka 


109 


Perencanaan Kawasan Permukiman 

kinan. Online di: http://profsuli.files.wordpress.com/ 2011/07/ 
arsitektur-dan-pemukiman-keiompok-sosial.pdf; Diakses pada: 
20 Mei 2013. 

Surjadi, Charles, 2012. Kesehatan Masyarakat Permukiman Kumuh 
Dan Miskin Perkotaan. Jakarta: Penerbit Universitas Atmajaya. 
Surtiani, Eny Endang Surtiani, 2006. Faktor-faktor Yang Mem- 
pengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawa- 
san Pusat Kota: Studi Kasus Kawasan Pancuran Salatiga. Tesis, 
Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Universitas 
Diponegoro. Online di: http://eprints. undip.ac.id/1 5530/1/Eni_ 
Surtiani. pdf; Diakses pada: 22 Maret 2013. 

The Free Dictionary, 201 3. Maisonette. Online di: http://www. thefree- 
dictionary.com/maisonette; Diakses pada: 5 Februari 2013. 

Tim Puslitbangtekim, 2000. Spesifikasi Rumah Sangat Sederhana. Ban- 
dung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Permuki- 
man, Departemen Permukiman dan Pengem-bangan Wilayah. 

Tingkat Kerusakan Akibat Cempa (Dalam Skala Richter). Online 
di: http://ilulcreative.wordpress.eom/2010/1 1/29/tingkat-keru 

sakan-akibat-gempa-dalam-skala-richter/; Diakses pada: 24 Mei 
2013. 

Undang-undang No. 1 Tahun 201 1 Tentang Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman. 

Undang-undang No. 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

Undang-undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua. 

Undang-undang No. 23 Tahun 1 997 Tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 


Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kepen- 
dudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

Vancouver Declaration on Human Settlements, 197 6. 

Wijayanti, Punik Mumpuni., Betty Ekawaty Suryaningsih., Tiniko. 
Analisis Situasi Kesehatan Pasca Bencana Erupsi Gunung Me- 
rapi Di Kecamatan Srumbung Magelang jawa Tengah. Maka- 
lah dalam Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Merapi, 
Universitas Islam Indonesia, 2011. Online di: http://dppm.uii. 

ac.id/dokumen/prosiding/2e_Artikel_punik.pdf.dppm.uii.ac.id. 

pdf; Diakses pada: 27 Mei 2013. 

Wikipedia.org (201 4a): Rumah Susun ; Online di: http://id. wikipedia. 
org/wiki/Rumah_susun; Diakses pada 25 april 2014. 

Wikipedia.org (201 4b): Siklus Air; Online di: http://id.wikipedia. org/ 
wiki/Siklus air; Diakses pada 17 april 2014. 

Wikipedia.org (201 3a). Kawasan Kumuh. Online di: http://id. wikipe- 
dia. org/wiki/Kawasan_kumuh; Diakses pada: 2 April 2013. 

Wikipedia.org (201 3b). Skala Richter. Online di: http://id. wikipedia. 
org/wiki/Skala_Richter; Diakses pada: 24 Mei 2013. 

Wikipedia.org (201 2a). Rumah. Online di: http://id.wikipedia.org/ 
wiki/Rumah; Diakses pada: 5 Mei 2012. 

Wikipedia.org (201 2b). Tarif Dasar Listrik. Online di: http://id. wiki- 
pedia. org/wiki/ Tari f _ dasar_ listrik; Diakses pada: 21 Juni 2012. 

Wisnubrata, A., dan Irene Sarwindaningrum (kompas.com, 2010). 
Cangkringan, ke Mana Setelah Ini. Artikel kompas.com Liputan 
Khusus Jalan-jalan. Online di: http://lipsus. kompas.com/jalanja- 
lan/read/201 0/1 1/1 2/1 3394386 /Cangkringan..ke.Mana.Setelah. 
Ini... ; Diakses pada 27 Mei 2013. 






